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I. KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kami panjatkan atas kehadhirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, 

karena atas ijin dan perlindungan Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2026-2029 ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini merupakan amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  

 Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders). 

 
 

 

Kebumen, 19 September 2025 
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BAB I 

V. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, 

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan 

adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk 

masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat 

daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 

adalah salah satu Perangkat Daerah Unsur Penegak Perda/Perkada 

yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. 

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 

menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, 

terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Penegakan 

Perda/Perkada.  

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kabupaten Kebumen melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, 

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi, sinergitas dan 

harmonisasi. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 

Kebumen disusun dengan tahapan:  

(1) persiapan penyusunan;  

(2) penyusunan rancangan awal;  

(3)penyusunan rancangan; 

(4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;  

(5) perumusan rancangan akhir; dan  

(6) penetapan. 
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Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan 

dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan 

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam 

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029, arah kebijakan 

pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan 

Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah 

dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan 

pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir 

tersebut, maka dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029 yang didalamnya telah 

mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 

2025-2045, RPJMN tahun 2026-2029. 

Pada akhirnya Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2029 yang berisi 

permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta 

program dan kegiatan ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman 

penyusunan Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan 

pengawasan di lingkup Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 

(lima) tahun ke depan. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun  2026-2029  adalah sebagai 

berikut:   

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

14); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 

Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

288); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 159); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 211); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 

2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 

Nomor 1);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 

2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 

7); 

25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
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Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 

(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86). 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau 

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kebumen yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dan 

sub kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung 

pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2029. 

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk 

mengarahkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen agar lebih 

terarah dan terukur secara rinci sebagai penjabaran dari RPJMD 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. 

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Tahun 2025-2029: 

a. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi 

hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan 

kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Kebumen Khusus Bidang Ketentraman, Ktertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Kabupaten Kebmen Tahun 2025-2029;  

c. Menjadi Acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan 

Kinerja; dan  

d. Merumuskan rencana program kegiatan dan sub kegiatan 

pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan 

selama kurun waktu 5 tahun.  

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, fungsi Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, 

keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan 

dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja. 

 1.2. Landasan Hukum 
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Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, 

tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. 

 1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. 

 1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya 

yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian – capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program 

prioritas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 

sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu 

diatasi melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah ini. 

 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam 

sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan 

sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 
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Daerah periode sebelumnya, menurut indikator 

kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  

Daerah.  

 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan  

Memuat informasi tentang kelompok sasaran  

layanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, baik 

yang menjadi obyek pemeriksaan maupun 

perangkat daerah yang membutuhkan consulting. 

 

 

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan– 

permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah beserta faktor – faktor yang 

mempengaruhinya 

2.2.2 Isu Strategis 

Pada bagian ini direviu kembali faktor – faktor dari 

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan 

Polisi Pamong Praja ditinjau    dari : 

1. gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah; 

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Satuan 

Polisi Pamong Praja  Provinsi/Kabupaten. 

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan 

tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah. 

3.2 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan strategi Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Tahun 2025-2029. 

3.3 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan arah kebijakan Satuan 

Polisi Pamong Praja Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Tahun 2025-2029. 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1 Uraian Program dan Kegiatan 
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Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah 

4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target 

Dan Pagu Indikatif 

Pada bagian ini dikemukakan rencana Sub Kegiatan 

beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu 

indikatif. 

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program 

Prioritas Pembangunan Daerah 

Pada bagian ini dikemukaan Sub Kegiatan dalam rangka 

mendukung program prioritas pembangunan daerah 

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan 

Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukan 

kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) Perangkat Daerah 

Pada bagian ini di kemukakan Indikator kinerja kunci 

(IKK) untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang penutup Renstra. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

 

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

A. Tugas Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 

maka Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ; 

a. Tugas Pokok 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang 

menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

daerah. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan 

penanggulangan kebakaran; 

2) Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan 

kebakaran; 

3) Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan 

kebakaran; 

4) Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan 

kebakaran; 

5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan 

penanggulangan kebakaran; 

6) Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; 

7) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

dan 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

adalah menciptakan dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum, 

serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah 

(Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pengawasan 

kepatuhan, hingga penyelenggaraan pembinaan dan penanganan 

pelanggaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang melalui : 

a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah 

(Perkada) 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen bertugas untuk 

menegakkan Perda dan Perkada yang berlaku di Kabupaten 

Kebumen. Hal ini memastikan adanya kepatuhan masyarakat 

terhadap aturan yang telah dibuat, menciptakan lingkungan yang 

tertib dan teratur. 

b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen secara aktif 

menyelenggarakan dan menjaga ketertiban umum serta 

ketenteraman di masyarakat. Melalui patroli, deteksi dini, dan 

penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

berperan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 

c. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen bertanggung jawab 

dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini 

mencakup penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta 

upaya lain yang bertujuan melindungi warga dan aset di Kabupaten 

Kebumen. 

d. Pembinaan dan Penyuluhan 

Selain tindakan penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen juga berperan dalam kegiatan pembinaan dan 

penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan yang 

aman dan tertib. 

e. Mitra Masyarakat. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen memposisikan diri 

sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 

secara bersama-sama. Dengan peran ini, diharapkan terwujud 

lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua warga. 

 

Sebagai pengampu Sub Urusan Kebakaran maka peran strategis 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai 

lembaga utama yang melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran 

dan bencana lain dengan menyelenggarakan pemadaman, 

penyelamatan, pencegahan, serta melakukan investigasi penyebab 

kejadian melalui strategi dan program yang terencana untuk menjaga 

keselamatan jiwa dan harta benda serta ketenteraman masyarakat di 

wilayah Kabupaten Kebumen, melalui : 

a. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan 

Pemadaman Api adalah tugas untuk memadamkan api pada 

berbagai objek, termasuk bangunan, hutan, dan kendaraan, 
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Penyelamatan, melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dari 

kecelakaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya, 

Penyelamatan Hewan yakni melayani penyelamatan hewan 

peliharaan seperti kucing dan anjing. 

b. Pencegahan dan Edukasi 

Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi dan pelatihan 

kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko 

kebakaran dan cara pencegahannya, Peningkatan Kesadaran 

dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan 

dini dalam menghadapi kebakaran dan bencana. 

c. Investigasi dan Penanganan Kejadian 

Investigasi Kebakaran, melakukan penyelidikan penyebab terjadinya 

kebakaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, 

Penanggulangan Bencana, memberikan respons cepat dan terpadu 

dalam penanggulangan bencana kebakaran, termasuk penyusunan 

strategi dan program yang berkesinambungan. 
d. Pengembangan Kapasitas dan Kesiapan 

Perencanaan Strategis: menyusun rencana strategis dan anggaran 

untuk memprogramkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

bencana secara sistematis, Monitoring dan Evaluasi:  Melakukan 

pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kesiapan 

bangunan dan lingkungan terhadap ancaman kebakaran, serta 

melakukan perbaikan jika diperlukan Pengembangan Sistem 

Ketahanan Lingkungan: Meningkatkan dan memelihara sistem 

ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran. 

e. Dukungan Administratif dan Koordinasi 

Perumusan Kebijakan: Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis 

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat 

kabupaten, Koordinasi dengan Instansi Terkait:  Membangun 

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi dan pemangku 

kepentingan lainnya, Pelaporan: Melaksanakan pelaporan dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 tahun 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 

Daerah.  

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri 

dari : 

a. Kepala Satuan 

b. Sekretariat, membawahi : 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional  

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

membawahi Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan 
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Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan Seksi 

Penindakan dan Penyidikan; 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

membawahi Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

dan Seksi Perlindungan Masyarakat; 

e. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membawahi 

Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Seksi 

Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran. 

Selanjutnya untuk uraian tugas dan fungsi masing-masing 

jabatan adalah sebagai berikut:  

a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen. 

b) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, 

pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, 

administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, pengembangan kapasitas, 

pengawasan dan Penindakan internal, peningkatan kesamaptaan 

dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis 

Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: 

1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

8) pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; 

9) pengawasan dan Penindakan internal Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

10) peningkatan kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja; 
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11) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

c) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur 

pelaksana di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh 

Kepala Bidang. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi: 

1) Pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi Peraturan Daerah 

dan/atau Peraturan Kepala Daerah; 

2) pengawasan  atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati; 

3) penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Kepala Daerah; 

4) penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau 

Peraturan Kepala Daerah; 

5) koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan pelaksanaan tugas 

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP 

 

d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur 

pelaksana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi 

penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di wilayah Daerah. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketertiban Umum 

dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi;  

1) Pelaksanaan preemtif dan preventif ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;  

2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman 



14  

masyarakat di wilayah Daerah; 

3) pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat lainnya di 

wilayah Daerah; 

4) pelaksanaan pengamanan dan pengendalian; 

5) pelaksanaan operasi penertiban terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

6) pelaksanaan penjagaan aset Daerah; 

7) pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di wilayah Daerah; 

8) pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan 

dinas Kepala Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu 

Negara di wilayah Daerah; dan 

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e) Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan. 

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

e adalah unsur pelaksana di Bidang Penanggulangan Kebakaran 

dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

mempunyai tugas pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten, 

pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, 

kabupaten, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 

kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran 

dalam daerah kabupaten,standarisasi sarana dan prasarana 

pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri. 

pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan 

kebakaran dan alat pelindung diri, pembinaan aparatur pemadam 

kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi 

kebakaran dan penyelamatan (SKIK), penyelenggaraan kerjasama 

dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan 

kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, inspeksi peralatan 

proteksi kebakaran, pendataan sarana prasarana proteksi 

kebakaran, penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran, 

investigasi kejadian kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, 

meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, 

pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, 

pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Satpol PP. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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27, Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan menyelenggarakan fungsi: 
1) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten; 

2) pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah 

kabupaten; 

3) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non 

kebakaran; 

4) penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam 

daerah kabupaten; 

5) standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, 

penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; 

6) pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan 

kebakaran dan alat pelindung diri; 

7) pembinaan aparatur pemadam kebakaran; 

8) pembinaan aparatur pemadam kebakaran; 

9) pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan 

penyelamatan (SKIK); 

10) penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah 

berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, 

penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan 

non kebakaran; 

11) inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 

12) pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran; 

13) penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran; 

14) investigasi kejadian kebakaran; 

15) investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan 

pengujian penyebab kejadian kebakaran; 

16) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 

17) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan; 

18) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

19) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

f) Kelompok Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satuan 

Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan 

Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. 

2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan 

Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya.(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
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beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan 

perundang-undangan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional 

dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai 

dengan rumpun jabatan masing-masing. 
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Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

A. Sumber Daya Aparatur 

 Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya memiliki pegawai sebanyak 296 orang, kondisi 

sampai dengan bulan Desember 2025. 

Selanjutnya komposisi sumber daya manusia/pegawai 

berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan 

fungsional dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Jenis Kelamin 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Laki-laki 184 182 226 232 244 

Perempuan 26 26 41 43 52 

Jumlah  210 208 267 275 296 

 

Tabel 2. 2 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar Jenis 

Kelamin Tahun 2025 

  
 

No 

Uraian Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja 

 1 1 

2 Sekretariat 13 13 26 

3 Bidang Trantibum dan 
Linmas 

120 20 140 

4 Bidang Gakda dan 
Perkada 

14 10 24 

5 Bidang Gulkarmat 90 6 96 

6 Petugas Tindak Internal 7 2 9 

Jumlah 244 52 296 

Persentase 82,43% 17,57% 100% 

 

Tabel 2. 3 Komposisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja 2025 Menurut 

Jabatan 

No Nama Jabatan Eselon Jumlah 

1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja II 1 

2 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja III 1 

3 Kepala Bidang Trantibum dan Linmas III 1 

4 Kepala Bidang Gakda dan Perkada III 1 

5 Kepala Bidang Gulkarmat III 1 

6 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan IV 1 

7 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian IV 1 

8 Kepala Seksi Binluhwasda IV 1 

9 Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan IV 1 

10 Kepala Seksi Gulkarmat IV 1 

11 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat IV 1 

12 Kepala Seksi Trantibum IV 1 
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Tabel 2. 4 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar Tingkat 

Pendidikan Tahun 2025 

No Uraian Tingkat Pendidikan Jumlah 

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 

1 PNS  6 9 3 13 2  33 

2 CPNS  11 10    21 

3 P3K Penuh 

Waktu 

 18 5 26   49 

4 P3K Paruh 
Waktu 

 12 9 77   98 

5 P2K  18 2 75   95 

         

         

         

Jumlah 6 68 29 191 2  296 

Persentase 2,03% 22,97% 9,80% 64,53% 0,67%  100% 

 

 

Tabel 2. 5 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasar Tingkat Golongan Tahun 
2025 

No Uraian Golongan Jumlah 

Gol 
VII/IX 

Gol 
I/II 

Gol 
III 

Gol 
IV 

1 Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja 

   1 1 

2 Sekretaris Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  1  1 

3 Kepala Bidang Trantibum 
dan Linmas 

  1  1 

4 Kepala Bidang Gakda dan 
Perkada 

  1  1 

5 Kepala Bidang Gulkarmat    1 1 

6 Kepala Subbagian 
Perencanaan dan 
Keuangan 

  1  1 

7 Kepala Subbagian Umum 
dan Kepegawaian 

   1 1 

8 Kepala Seksi Binluhwasda    1 1 

9 Kepala Seksi Penindakan 
dan Penyidikan 

   1 1 

10 Kepala Seksi Gulkarmat    1 1 

11 Kepala Seksi Perlindungan 
Masyarakat 

  1  1 

12 Kepala Seksi Trantibum   1  1 

       

Jumlah   6 6 12 

Persentase   50% 50% 100% 

 

B. Sarana/Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting 

dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah, sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang 

tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen, 

antara lain seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:  
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Tabel 2. 6 Aset Tanah pada Satuan Polisi Pamong Praja 

No 
Nama Barang/ 
Jenis Barang 

Luas 
(m2) 

Tahun 
Pengadaan 

Letak/ 
Alamat 

Status Tanah 

Penggunaan Asal Usul Harga Keterangan Hak Sertifikat 

Tanggal Nomor 

1 Tanah Bangunan 
Kantor 
Pemerintah 

618 2024 Jl. 
Indrakila 
No. 40 

Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

05/02.2024 00179 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Pengadaan 
APBD 

335.000.000 Untuk Kantor 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 

2 Tanah Bangunan 
Kantor 
Pemerintah 

510 2010 Jalan 
Indrakila 

Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

03/08/2010 55 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Pengadaan 
APBD 

170.850.000 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

3 Tanah Sawah 
Irigasi 

1036 1960 Kelurahan 
Panjer, 
Kebumen 

Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

30/08/2022 00133 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Pengadaan 
APBD 

31.464.000 Tanah untuk 
pertanian kas 
kel Panjer 

 

Tabel 2. 7 Gedung dan Bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja 

No Nama Barang/ Jenis Barang 
Kondisi 

Bangunan 
(B, Kb, Rb) 

Luas 
Lantai 
(m2) 

Letak/ 
Lokasi 
Alamat 

Luas 
Bangunan 

(m2) 

Status 
Tanah 

Asal Usul Harga Keterangan 

1 Bangunan Gedung Kantor 

Permanen 

B  Jl. Indrakila 

No. 40 

620,98 Atas Nama 

Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 

APBD 

3.455.196.125 2 lantai 

2 Bangunan Gedung Kantor Lain-
lain 

B  Jl. Indrakila 
No. 40 

260,41 Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 
APBD 

182.508.000 Parkir dan 
Pagar Gedung 
Satpol PP 

3 Gedung Menara Peninjau / Pos 

Jaga Lain-lain 

B  Jl. Stasiun 

Gombong, 
Kebumen 

71,25 Atas Nama 

Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 

APBD 

356.832.000 Gedung untuk 

Posko di Kec. 
Gombong 

4 Gedung Menara Peninjau / Pos 
Jaga Lain-lain 

B  Jl. 
Wadaslintang, 
Kec. Prembun 

105 Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 
APBD 

440.792.000 Bangunan 
Posko Kec. 
Prembun 

5 Gedung Menara Peninjau / Pos 
Jaga Lain-lain 

B  Desa 
Petanahan, 
Kec. 
Petanahan 

120,12 Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 
APBD 

439.552.000 Untuk Posko 
Kec. 
Petanahan 

6 Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya  

B  Jl. Indrakila 
No. 40 

12 Atas Nama 
Pemerintah 
Kabupaten 

Pengadaan 
APBD 

100.145.425 Tandon Air 
untuk isi tanki 
Pemadam  
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Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja 

No Jenis Barang 

Keadaan Tahun 2025 

Kebutuhan 
Total Baik 

Rusak 
Berat 

Rusak 
Ringan 

Penambahan Pemeliharaan 

1 Floating Pump (Pompa Apung) 4 3  1  4 4 

2 Pompa Air 1 1    1 1 

3 Pelampung Life Jacket 30 20 3 7  30 30 

4 Station Wagon 12 12    12 12 

5 Pick Up 4 4    4 4 

6 Sepeda Motor 29 29    29 29 

7 Mobil Pemadam Kebakaran 7 7    7 7 

8 Sepeda 15 14 1   15 15 

9 Lemari 50 50    50 50 

10 CCTV 4 3  1  4 4 

11 LCD 3 3 2   3 3 

12 Teralis 21 20 1   21 21 

13 Meja Kerja 60 60    60 60 

14 Meja Rapat 9 9    9 9 

15 Kursi Rapat 143 113 30   143 143 

16 Kursi Tamu 6 4 2   6 6 

17 Kursi Kerja 41 33 8   41 41 

18 Meubelair Lain-Lain 1 1    1 1 

19 A.C. Window 13 12 1   13 13 

20 A.C. Split 1 1    1 1 

21 Kipas Angin 2 2    2 2 

22 Kompor Gas (Alat Dapur) 2 2    2 2 

23 Tabung Gas 2 2    2 2 

24 Televisi 1 1    1 1 

25 Sound System 2 2    2 2 

26 Wireless 1 1    1 1 

27 Megaphone 3 3    3 3 

28 Tangga Aluminium 5 5    5 5 

29 Gordyin/Kray 30 30    30 30 

30 Alat Pemadam/Portable 5 5    5 5 

31 Pakaian Panas/Lengkap 47 39 8   47 47 

32 Topeng (masker) Oxigen 7 7    7 7 

33 Lonceng Kebakaran 1 1    1 1 

34 Alat Pembantu Kebakaran 84 84    84 84 

35 Alat Pemadam Kebakaran Lain-Lain 29 29    29 29 
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36 Voice Recorder 4 4    4 4 

37 Camera Digital 5 5    5 5 

38 Speaker aktif 1 1    1 1 

39 Camera Electronic 2 2    2 2 

40 Power Supply 2 2    2 2 

41 Camera Film 2 2    2 2 

42 Telephone Mobile 5 5    5 5 

43 Handy Talky (HT) 25 25    25 25 

44 Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain 7 7    7 7 

45 Alat Komunikasi Radio SSB Lain-Lain 2 2    2 2 

46 Alat Komunikasi Lainnya Lainnya 14 14    14 14 

47 Genset 1 1    1 1 

48 Personal Computer 5 5    5 5 

49 Apar/RHZKV6.8/30  2 2    2 2 

50 Pakaian Pelindung 20 20    20 20 

51 P.C Unit 6 6    6 6 

52 Lap Top 15 15    15 15 

53 Printer 15 15    15 15 

54 Scanner 1 1    1 1 
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2.1.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam bagian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang 

Kependudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Satuan Poisi Pamong Praja mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub 

urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Kebumen dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 

No 

Indikator 

Perangkat 
Daerah 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 

Indikator 
Lainnya 

Satuan 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Persentase Capaian 

Ket 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

    n-2 n-1 n n+1     n-2 n-1 n n+1     n-2 n-1 n n+1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  
Indikator 

Tujuan 
                              -           -   

b. 

Persentase 
Penegakan 
Perda 
(Persen) 

      Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100     

  
Indikator 
Sasaran 

                              -           -   

a. 

Persentase 
Kesiapsiagaan 
Pemadam 
Kebakaran 

- - - Persen 69,23 69,23 73,07 73,07 73,07 80,76 69,23 69,23 73,07 73,07 73,07   100 100 100 100 100 -   

 

 

Tabel 2. 10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

No 

Indikator 

Kinerja sesuai 

Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Persentase Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 

1 
Presentase 

Penegakanperda 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83 % 

3 Program 

Peningkatan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83 % 

3 

Program  

Pencegahan 

,Penangugalan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Non Kebakaran 

 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83 % 

4 Terpenuhinya 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan 

administrasi 

kantor 

 

12 

bulan 

12 

bulan  

12 

bulan 

12 

bulan  

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83 % 

5 Bertambahnya 

sarana 

prasarana 

aparatur yang 

memadai 

 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83% 

6 
Meningkatnya 

disiplin aparatur 

 12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Tersedianya 

dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan 

 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83% 

8 Tersedianya 

database 

 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 100% 100% 100% 100% 100% 83% 



26  

perangkat 

daerah 

bulan bulan bulan bulan Bulan Bulan bulan bulan Bulan bulan bulan bulan 

9 Jumlah pegawai 

yang meningkat 

kapasitasnya 

 12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

12 

Bulan 

12 

bulan 

12 

bulan 

10 

bulan 
100% 100% 100% 100% 100% 83% 

Keterangan : *pencapaian Tahun 2025 menggunakan asumsi 
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Dari Tabel 2.9 diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan 

publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 2021-

2025 adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2021-2025 terdapat 9 (Sembilan) indikator 

strategi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen dimana pada tahun 2021-2025 semua 

indikator kinerja tercapai sesuai target yang telah ditentukan; 

2. Pada Tahun 2021-2025 Indikator Kinerja utama sesuai 

dengan tugas dan fungsinya yaitu Indikator Presentase 

Penegakan Perda 100% karena meningkatnya Jumlah 

Penyelesaian Penegakkan Perda dan Jumlah dan umlah 

Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, 

Keindahan) 

3. Jumlah SDM yang meningkat sesuai dengan Luas Wilayah, 

Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang 

ditangani, Jumlah Desa/Kelurahan,Aspek Karateristik dan 

kondisi Geografis 

 

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah  

 

Kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja 

dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, 

khususnya dalam penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta 

perlindungan masyarakat. Realisasi anggaran dilaksanakan 

melalui berbagai program dan kegiatan. Secara detail dan 

lengkap, data Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan 

Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Kebumen dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

No Program 

2022 2023 2024 2025 Rata-rata Pertumbuhan 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi 

1 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

7,185,833  

       

6,976,102  
97,08 

 

6,621,878  

 

6,161,633  
93,05 

   

6,462,390  

  

6,069,468  
93,92 

 

6,730,070  

 

4,512,397  
67,05 

 

6,750,043  

     

5,929,900  

2 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

        
20,000  

               
19,698  

98,49 
        

24,000  
       

23,941  
99,75 

          
20,247  

         
20,183  

99,69 
        

27,150  
       

22,004  
81,04 

        
22,849  

            
21,456  

3 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

  
6,169,698  

          
5,981,363  

96,95 
  

5,630,920  
  

5,178,039  
91,96 

    
5,295,974  

    
4,921,002  

92,92 
  

5,957,206  
  

5,981,363  
67,90 

   
5,763,450  

       
5,515,442  

  

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

     
376,840  

             
367,099  

97,42 
     

330,892  
     

329,233  
99,50 

        
189,018  

       
183,551  

97,11 
     

176,214  
     

112,499  
63,84 

      
268,241  

          
248,096  

  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

     
154,545  

             
153,997  

99,65 
     

115,744  
     

114,628  
99,04 

          
80,658  

         
80,300  

99,56 
        

77,700  
       

54,758  
70,47 

      
107,162  

          
100,921  

  

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

        
93,209  

               
92,185  

98,90 
         

40,000  

       
39,957  

99,89 
          

39,891  
         

39,698  
99,52 

         
40,000  

       
25,700  

64,25 
        

53,275  
            

49,385  
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Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

     
102,500  

               
93,435  

91,16 
        

90,000  
       

86,029  
95,59 

        
143,900  

       
135,189  

93,95 
     

151,800  
       

75,731  
49,89 

      
122,050  

            
97,596  

  

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

     
269,041  

             
268,325  

99,73 
     

390,322  
     

389,806  
99,87 

        
692,702  

       
689,543  

99,54 
     

300,000  
     

177,008  
59,00 

      
413,016  

          
381,170  

  

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 

UMUM 

 
3,873,677  

       
3,711,921  

95,82 
 

7,832,835  
 

7,521,297  
96,02 

 
12,980,594  

 
12,815,025  

98,72 
 

6,345,677  
 

4,099,851  
64,61 

 
7,758,196  

     
7,037,023  

  

Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

  
3,448,568  

          
3,341,044  

96,88 
  

7,112,620  
  

6,828,052  
96,00 

  
12,431,759  

  
12,269,446  

98,69 
  

5,649,274  
  

3,583,813  
63,44 

   
7,160,555  

       
6,505,589  

  

Penegakan Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/Kota dan 
Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

     
415,109  

             
361,786  

87,15 
     

710,216  
     

683,469  
96,23 

        
541,560  

       
538,682  

99,47 
     

689,423  
     

509,123  
73,85 

      

589,077  

          

523,265  
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Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) 
Kabupaten/Kota 

         
10,000  

                  
9,091  

90,91 
         

10,000  

         
9,776  

97,76 
            

7,275  
            

6,897  
94,81 

          
6,979  

         
6,915  

99,08 
          

8,564  
              

8,170  

  

PROGRAM 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

 
1,846,419  

 
1,815,971,900  

98,35 
 

3,292,221  
 

3,182,648  
96,67 

   
2,368,778  

  
2,337,400  

98,68 
    

585,326  
   

333,664  
57,00 

 
2,023,186  

 
455,456,403  

  

Pencegahan, 
Pengendalian, 
Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
1,756,769  

          
1,727,680  

98,34 
  

3,240,525  
  

3,131,339  
96,63 

    
2,317,811  

    
2,288,775  

98,75 
     

526,434  
     

276,359  
52,50 

   
1,960,385  

       
1,856,038  

  

Inspeksi Peralatan 
Proteksi Kebakaran 

        
34,400  

               
33,650  

97,82 
         

21,776  

       
21,760  

99,92 
          

17,954  
         

17,900  
99,70 

         
16,639  

       
15,782  

94,85 
        

22,692  
            

22,273  
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Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pencegahan 
Kebakaran 

        
55,250  

               
54,642  

98,90 
         

29,920  

       
29,549  

98,76 
          

33,013  
         

30,725  
93,07 

        
42,254  

       
41,523  

98,27 
        

40,109  
            

39,110  

 

*Capaian per  September 2025
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2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Ini mencakup perangkat daerah, pemerintahan 

desa, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat umum. 

Satuan Kelompok sasaran layanan Satpol PP meliputi: 

- Masyarakat umum: sebagai penerima manfaat langsung dari 

ketertiban dan perlindungan 

- Pelaku usaha dan pemilik bangunan: sebagai objek penegakan 

Perda 

- Perangkat Daerah lain: sebagai mitra koordinasi dalam 

penegakan aturan dan pengamanan kegiatan seperti Polres, 

Kodim, Kejaksaan Pengadialan, Dinsos, DPMPTSP, Dinkes 

- Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat: sebagai mitra 

sosialisasi dan edukasi ketertiban. 

 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah  

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan bahwa 

urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 

255 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk 

untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarkan 

ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. 

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD 

Kabupaten Kebumen tahun 2026-2029 permasalahan dan isu 

strategis untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar 

sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya kinerja tatakelola 

pemerintahan Kabupaten Kebumen. Beberapa aspek yang 

menyebabkan kondisi tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah yang belum optimal, penerapan egovernment yang belum 

optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

belum terjaga secara optimal. 

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tatakelola 

pemerintahan adalah kondisi stabilitas ketenteraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah. Ada 

beberapa aspek yang menyebabkan stabilitas keamanan, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten 
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Kebumen belum terjaga secara optimal diantaranya penegakan 

peraturan daerah yang belum optimal. Adanya beberapa 

penolakan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab 

peraturan daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Aspek 

kedua adalah kualitas penyusunan produk hukum daerah yang 

belum optimal.Hal ini tercermin dari nilai unsur penataan 

perundang-undangan yang memiliki nilai terendah pada 

komponen Indeks Reformasi Birokrasi. 

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, 

Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama response 

time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah 

Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat 

wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi 

SPM response time karena belum adanya pos damkar. Oleh 

karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut 

untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit. 

Lingkungan strategis meliputi lingkungan internal dan 

eksternal. Lingkungan internal diantaranya kondisi sosial budaya 

di Kabupaten Kebumen yakni tingginya persentase penduduk 

miskin.Kondisi timpang gender memberi kontribusi pada 

peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten 

Kebumen.Lingkungan internal dalam tata kelola pemerintahan 

adalah terjadinya pandemi Covid 19 yang berdampak luas pada 

sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.Dampak 

pandemi ini juga merambah pada bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum masyarakat. Lingkungan eksternal meliputi 

lingkungan yang mempengaruhi kinerja OPD dalam lingkup 

nasional dan internasional, yakni RPJMN, Renstra Kementerian, 

Renstra Provinsi, dan juga sasaran pembangunan berkelanjutan 

(SDGs). 

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang 

bersumber dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-

2029 didapat isu strategis yang berkaitan dengan OPD Satpol PP 

Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut 

adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimaldan 

perkada. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan 

tugas dan fungsi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. 12 Identifikasi Permasalahan (sesuaikan cascade) 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 

 

 

 

Belum 

Optimalnya 

penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Masih Terjadinya 

gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam masyarakat. 

Dari data akhir 2024 

Belum optimalnya 

pelaksanaan giat 

pengamanan, serta 

patroli trantibum 
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dan Perlindungan 

Masyarakat 

 

 

gangguan trantibum 

dan penegakan perda 

sebanyak  37.564 

pelanggaran 

 

 

 

   

Masih adanya 

tindakan 

pelanggaran 

masyarakat 

   

Penegakan Perda 

Ketertiban Umum 

lebih banyak 

preventif Non Yustisi  

   

Perlu 

ditingkatkannya 

sosialisasi perda 

kepada masyarakat 

   

Perlu 

ditingkatkannya 

koordinasi dengan 

instansi terkait 

  

Belum optimalnya 

kinerja Satpol PP dan 

Satlinmas 

 

Kurangnya 

kompetensi Petugas 

Satpol PP dan 

Satlinmas 

   

Belum terpenuhinya 

perlengkapan 

pendukung  

2 

 

 

 

Belum 

Optimalnya 

Penaggulangan 

dan Penanganan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

 

Waktu tanggap 

layanan damkar 15 

menit belum 

menjangkau seluruh 

wilayah Kabupaten 

Kebumen 

Jarak dan kondisi 

geografis wilayah 

yang diluar 

jangkauan pos 

damkar terdekat;  

 

 

   

jumlah sarpras 

damkar belum 

memadai 

   

Kurangnya 

peningkatan 

kompetensi Petugas 

Damkar 
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Belum memadainya 

peran personil 

Relawan Pemadam 

Kebakaran (Redkar) 

    

 

 

B. Telaah 

a. Telaah Kebijakan Nasional 

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan 

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 

RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai 

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saing. 

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta 

ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang 

kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta 

supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, 

terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat 

serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, 

baik dari dalam negeri maupun luarnegeri. 

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan 

pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh 

terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen 

cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat, 

terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi 

masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra 

intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri 

pertahanan yang handal, terwujudnya sistem hukum 

nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam mendorong supremasi hukum, terwujudnya 

tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional 

dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat 

politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta 

terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal. 

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian 

Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat 

pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan 

Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan 
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Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis 

jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan 

peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya 

kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah dengan indicator kinerja penyediaan 

layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

sesuai SPM. 

Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban 

Umum, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran, serta Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah 

a. Visi 

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2025-

2030 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang 

Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.  

b. Misi 

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 6 

(enam) misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, 

yaitu: 

1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk 

mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, 

Kompetitif dan Berwawasan Global; 

2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan 

dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, 

Mandiri dan berkelanjutan; 

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif 

dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai 

Integritas; 

4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah 

yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata 

ruang yang responsif; 

5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan 

pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan 

warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan 

kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang 

berkeadilan; 

6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif 

untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-

luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan 

pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif 

dan terintegrasi. 
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        Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, misi yang berkaitan 

langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah Kabupaten Kebumen adalah misi yang ke-5 

(lima) yaitu “Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah 

dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin 

kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, 

perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia 

yang berkeadilan yaitu sesuai dengan salah satu misi 

Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas 

dasar nilai kegamaan dan budaya lokal”. 

 

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Kebumen 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional.Sedangkan kawasan adalah 

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya. 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan 

untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan 

pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. 

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting 

maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) 

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan 

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam 

lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tidak 

terkait dengan RTRW 

 

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang 

selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis 

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau 

program. 
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Kajian terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) tidak dilaksanakan karena tidak secara 

langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja, namun secara prinsip tidak ada 

program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, 

bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Prajadi 

bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima 

tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap 

Perda yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan 

Hidup di Kabupaten ”. 

 

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen 

Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan 

umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 

adalah Hj. Lilis Nuryani (Bupati) dan H. Zaeni Miftah (Wakil 

Bupati). Mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati 

Kebumen pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden 

Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Adapun visi yang 

diusung adalah, “KEBUMEN BERDAYA : KEBUMEN 

BERIMAN – MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”. 

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. KEBUMEN 
Kebumen menurut Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2010, Kebumen merupakan suatu daerah otonom 

(selanjutnya disebut Daerah) yakni suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kebumen menunjukkan identitas wilayah dan 

masyarakat Kebumen yang bangga dengan daerahnya 

sendiri yang memiliki keragaman potensi geologi, 

keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya serta 

ekosistemnya. (RPJPD Kab.Kebumen, 2025-2045) 

2. BERIMAN 
Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya 
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ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa 

Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai 

dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan 

yang senantiasa menjadi spirit moral dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal 

yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, 

berkeadilan dan saling tolong-menolong. 

3. MAJU 
Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan 

dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi 

birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan 

informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi 

kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi 

transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa 

sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan 

pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur 

dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya 

daerah yang tangguh terhadap bencana 

4. SEJAHTERA 
Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan 

dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, 

sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan 

dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing 

ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan 

UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna 

mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen 

sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. 

5. BERBUDAYA 

 Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan 

untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna 

menjaga jati diri Kebumen Beriman. Masyarakat 

Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar 

dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta 

kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan 

pesantren dan pendidikan keagamaan dalam 

mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki 

banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan 

dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat 

Kebumen. 

 

Dengan visi KEBUMEN BERDAYA yang merupakan 

akronim dari “Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera dan 



 

40 
 

- Berbudaya” 

Untuk mencapai visi di atas, maka dilaksanakan 

lima misi yaitu: 

1) Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak 

Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. 

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi 

Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak 

diwujudkan adalah \terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), 

melalui kebijakan percepatan penanggulangan 

kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas 

pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, 

pengurangan pengangguran, pembangunan 

berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial. 

2) Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui 

Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan 

Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. 

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi 

Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak 

diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor 

sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan 

pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan 

lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan 

dengan didukung penuh pengembangan sistem 

digitalisasi. 

3) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur 

yang berwawasan lingkungan. 

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi 

Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak 

diwujudkan adalah percepatan pembangunan 

infrastruktur dasar, di antaranya membangun 

infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air 

minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat 

layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong 

kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai 

kondisi geografis, percepatan pembangunan 

infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta 

pembangunan daerah tangguh bencana melalui 

pelestarian lingkungan. 

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. 

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi 

Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak 

diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi 

yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, 

memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi 

publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya 

ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, 
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optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan 

mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

5) Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun 

atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal. 

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi 

Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus 

mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana 

nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama 

mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, 

tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah 

memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, 

tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya 

dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian 

cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan 

pesantren dan pendidikan keagamaan. 

 

Berdasarkan Satuan Polisi Pamong Praja mendukung 

pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke 5 yaitu “Mewujudkan 

masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai 

kegamaan dan budaya lokal”, yang dimplementasikan melalui 

program dan kegiatan dalam kurun waktu 2026-2029. 

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung 

program unggulan Bupati pada Misi ke 5 tersebut yakni 

Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun. Program ini diarahkan untuk 

meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan 

pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong 

royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan 

kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi 

pengembagan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan 

budaya Desa. 

Pada pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program 

dalam rangka mencapai visi misi sering terjadi beberapa 

permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor penghambat maupun faktor pendorong yang  berupa 

faktor internal maupun eksternal.  Secara lebih rinci faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada 

Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat 

pelayanan pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten 

Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

Bupati dan Wakil Bupati adalah: 

1. Faktor Pendorong : 

a. Tingkat pendidikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen yang cukup memadai; 

Dari jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Kebumen sebanyak 

49 orang terdiri 29 orang berpendidikan SLTA, 1 orang 

berpendidikan D3 sedangkan 14 orang berpendidikan S1 

dan 5 orang berpendidikan S2. Atau pegawai dengan 

pendidikan S1 dan S2 porsinya 39% dari keseluruhan 

PNS. 

b. Terjalinnya sinergitas dengan instansi terkait; 

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam penegakan 

Peraturan Daerah, penanganan gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selalu 

bekerja sama dan mendapat dukungan dari instansi 

terkait baik dari Unsur Polri, TNI, maupun instansi terkait 

di Kabupaten Kebumen. 

c. Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja 

yang kuat; 

Kelembagaan Satpol PP keberadaannya sangat kuat 

dibanding instansi lain karena dalam UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 

255 dan pasal 256 yang di Pemerintah Kabupaten 

Kebumen dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kebumen 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen. 

2. Faktor Penghambat : 

a. Masih kurangnya personil PPNS satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen mas  
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Jumlah personil PPNS Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen jumlahnya belum memadai untuk 

menangani keseluruhan pelanggaran Perda/Perkada. 

Pada tahun 2025 jumlah PPNS hanya 5 orang. Dengan 

demikian SDM yang ada untuk mengampu tugas masing-

masing dalam penyelenggaraan Penegakan Perda dan 

Perkada, Trantibum dan tranmas dan Perlindungan 

Masyarakat dengan cakupan wilayah yang luas serta 

jumlah penduduk masih belum seimbang, banyak jumlah 

Perda dan Perkada yang harus ditegakan perlu didukung 

jumlah personil yg memadai. 

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana 

Guna menunjang pelaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan sarana 

dan prasarana yang memadai diantaranya: 

1) Kendaraan untuk patrol 

2) Kendaraan pemadam kebakaran yang memadai 

3) Sarana untuk menunjang pelaporan 

4) Sarana Komunikasi dan sarpras lainya 
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2.2.2 Isu Strategis  

Isu-isu strategis Dari analisis lingkungan internal dan eksternal 

tersebut didapatkan isu-isu strategis yang akan dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja pada periode Tahun 2026-2029 adalah 

sebagai berikut: 

a. Banyak kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan 

Daerah; kemiskinan yang masih melanda Kabupaten Kebumen 

menjadi salah satu pencetus adanya pelanggaran peraturan 

daerah; Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

perekonomian warga juga menjadi pemicu masih banyaknya 

masyarakat yang belum patuh terhadap produk hukum 

daerah; 

b. Potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang 

berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik 

politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha; 

c. Banyak kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan 

Daerah; kemiskinan yang masih melanda Kabupaten Kebumen 

menjadi salah satu pencetus adanya pelanggaran peraturan 

daerah; Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

perekonomian warga juga menjadi pemicu masih banyaknya 

masyarakat yang belum patuh terhadap produk hukum 

daerah; 

d. Potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang 

berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik 

politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-

lain;  

e. Jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang 

mempunyai kapasitas sebagai PPNS yang masih terbatas 

sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal; masih 

perlunya kualitas dan kuantitas personil. 

f. Sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas 

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja masih terbatas, atau 

masih belum mencukupinya.  
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POTENSI DAERAH 

YANG MENJADI 

KEWENANGAN PD 

PERMASALAHAN 

PD 

ISU KLHS YANG 

RELEVAN 

DENGAN PD 

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD  

GLOBAL NASIONAL REGIONAL ISU STRATEGIS PD 

- Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

- Penyelenggaraan 

ketenteraman 

dan ketertiban 

umum 

- Perlindungan 

masyarakat 

- Masih banyak 

kegiatan 

masyarakat yang 

melanggar 

Peraturan 

Daerah 

- Tingkat 

kemiskinan 

masyarakat 

masih memicu 

terjadinya 

pelanggaran 

Perda 

- Dampak 

pandemi Covid-

19 terhadap 

perekonomian 

masyarakat 

menyebabkan 

rendahnya 

kepatuhan 

- Belum 

optimalnya 

tata kelola 

pemerintahan 

yang tertib, 

aman, dan 

akuntabel 

- Belum 

optimalnya 

peningkatan 

kualitas SDM 

aparatur 

- Belum 

optimalnya 

pengurangan 

kemiskinan 

dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

- Dampak 

perubahan 

sosial dan 

ekonomi global 

- Perkembangan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

- Dampak 

pandemi dan 

ketidakstabilan 

ekonomi global 

- Potensi 

meningkatnya 

konflik sosial 

di masyarakat 

- Penguatan tata 

kelola 

pemerintahan 

dan penegakan 

hukum 

- Peningkatan 

profesionalisme 

aparatur 

penegak Perda 

- Peningkatan 

stabilitas 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat 

- Pemulihan 

ekonomi 

masyarakat 

pasca 

pandemic 

- Belum optimalnya 

kepatuhan 

masyarakat 

terhadap Peraturan 

Daerah 

- Masih tingginya 

potensi gangguan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

- Keterbatasan 

kapasitas aparatur 

dan sarana 

operasional daerah 

- Belum optimalnya 

pelayanan 

perlindungan 

masyarakat 

- Peningkatan 

penegakan Peraturan 

Daerah dan ketertiban 

umum 

- Peningkatan kapasitas 

dan profesionalisme 

aparatur Satpol PP 

- Peningkatan kualitas 

pelayanan 

perlindungan 

masyarakat 

- Penguatan sarana dan 

prasarana operasional 

Satpol PP 

- Peningkatan 

kesadaran dan 

kepatuhan 

masyarakat terhadap 

produk hukum daerah 
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terhadap produk 

hukum daerah 

- Potensi 

gangguan 

trantibum 

berupa konflik 

sosial, 

perbedaan 

keyakinan, 

etnik, politik, 

dan aktivitas 

usaha 

- Keterbatasan 

jumlah personel 

PPNS dan 

kualitas SDM 

Satpol PP 

- Sarana dan 

prasarana 

operasional 

masih terbatas 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

Tujuan merupakan pernyataan umum tentang sesuatu yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dirumuskan secara 

spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga 

harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang 

dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Tujuan dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang 

telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang 

jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan, akan 

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta 

indikator kinerja terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen.  

Tujuan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kebumen  adalah “Meningkatkan kondusivitas wilayah dan rasa 

aman dari bahaya kebakaran”. 

 
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional 

untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran 

perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta 

mendasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil 

pelayanan.  

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah “Meningkatnya 

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran 

yaitu “Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban 

Umum, dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran” 

 

 



 

48 
 

Tujuan dan sasaran pada indikator program Satuan Polisi 

pamong Praja Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat 

Daerah 2026-2030 

 

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2025

 

 

 

 

Indikator  

 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

2026 2027 2028 2029 2030 

 

Tujuan 

 

Meningkatkan 

Kondusivitas 

wilayah dan rasa 

aman dari 

Bahaya 

kebakaran 

 

Tingkat 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Perda, 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

  Persentase 

penanganan 

masyarakat 

kebakaran yang 

sesuai dengan 

waktu tanggap 

kebekaran 

(response time 

rate) 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

Sasaran 

 

Meningkatnya 

Ketenteraman 

masyarakat dan 

ketertiban 

umum 

                                    

Persentase 

penanganan 

pelanggaran 

perda 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 Meningkatnya 

Kualitas 

Penanganan 

Kebakaran. 

Persentase 

petugas 

pemadam yang 

ditingkatkan  

apasitasnya serta 

desa dan 

kelurahan yang 

masyarakatnya 

mendapatkan 

edukasi 

43 61 81 100 100 
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3.2 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen 

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap 

gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan 

sasaran Satpol PP Kab Kebumen. Dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, 

dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk 

memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. 

Dalam upaya pencapaian sasaran,  dirumuskan strategi 

mencapai sasaran sebagai berikut : 

- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme personil Satpol PP dan 

Damkar, 

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;  

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran 

ketertiban umum di lingkungan masyarakat; 

- Meningkatkan sinergi dan kerjasama penanganan gangguan 

trantibum dan perlindungan masyarakat baik dengan OPD maupun 

instansi vertikal. 

Rumusan strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. STRATEGI “STRENGTH-OPPORTUNITTIES” [SO] 

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan 

[Strength] untuk memanfaatkan Peluang[Opportunitties] yaitu 

mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja 

secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat 

serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan 

pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan 

berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku. 

b. STRATEGI “STRENGTH-THRETS” [ST] 

Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan [Strength] untuk 

menghadapi Tantangan [Threts] dengan mengupayakan 

sumberdaya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan 

anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama 

instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggar sehingga 

pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu 

Efektif, Efisien, dan Ekonomis. 
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c. SRATEGI “WEAKNESSES-OPPORTUNITTIES” [WO] 

Strategi mengurangi Kelemahan [Weaknesses] untuk 

menentukan Peluang [Opportunitties], dengan mengupayakan 

perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap 

kesempatan pendidikan dan pelatihan [Diklat penjenjangan 

maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat] bagi aparatur 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto khusus menyangkut 

pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta 

kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan 

prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang 

cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak 

lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat. 

d. STRATEGI “WEAKNESSES-THRETS” [WT] 

Strategi meminimalkan Kelemahan [Weaknesses] untuk 

menghadapi Tantangan [Threts] yang semakin meningkat 

khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam 

rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan 

dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan 

Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka 

Operasional. 

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 

TAHAP I 

(2026) 

TAHAP II 

(2027) 

TAHAP III 

(2028) 

TAHAP IV 

(2029) 

TAHAP V 

(2030) 

Peningkatan 

penanganan 

gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

dengan 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

respons cepat 

terhadap 

gangguan 

ketenteraman 

dan ketertiban 

umum. 

Peningkatan 

penanganan 

gangguan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum melalui 

penguatan 

koordinasi 

dengan apparat 

keamanan dan 

pemerintah 

daerah. 

Peningkatan 

penanganan 

gangguan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum dengan 

partisipasi 

aktif 

masyarakat 

dalam menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

umum. 

Peningkatan 

penanganan 

ketentraman 

dan 

ketertiban 

umum 

untuk 

menciptakan 

lingkungan 

kondusif 

menuju 

Kebumen 

Berdaya 

(Beriman, 

Maju, 

Peningkatan 

penanganan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum dengan 

Perwujudan 

rasa aman, 

damai dalam 

kehidupan 

keseharian 

masyarakat 

menuju 

Kebumen 

Berdaya 

(Beriman, 
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Sejahtera, 

Berbudaya). 

Maju, 

Sejahtera, 

Berbudaya). 

 

 

 

3.3 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 

Kebumen 

Arah Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk 

dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar 

semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara 

operasional. 

Sehubungan dengan pengertian diatas, Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kebumen menetapkan Kebijakan sebagai berikut :  

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Personel Satpol PP dan PPNS  

2. Patroli dan penertiban secara rutin serta melaksanakan operasi 

gabungan dengan Instansi terkait 

3. Pengamanan pejabat, Unjuk rasa, aset serta pengamanan kegiatan 

lainnya.  

4. Peningkatan pembinaan terkait ketentraman dan ketertiban umum, 

pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi satuan perlindungan 

masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.  

5. Penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

 

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan 

strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu 

memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan 

operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan 

pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Daerah Kabupaten Kebumen. 

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi dan Arah 

Kebijakan yang dipilih oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 
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Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

NO 
OPERASIONALISASI 

NSPK 

ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 

ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 
KET 

1 Peraturan Bupati 

Nomor 115 Tahun 

2021 tentang 

Kedudukan, 

Susunan 

Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja 

Pengembangan sistem 

deteksi dini dan 

penanganan cepat 

terhadap potensi konflik 

sosial, kriminalitas, dan 

gangguan ketertiban 

umum. 

Peningkatan 

pengawasan, deteksi dini, 

dan penanganan 

gangguan ketenteraman 

dan ketertiban umum 

melalui penguatan peran 

Satpol PP dan koordinasi 

lintas sektor. 

 

Peningkatan koordinasi 

antarinstansi keamanan, 

pemerintah daerah, dan 

tokoh masyarakat dalam 

menjaga kondusivitas 

wilayah  

Penguatan sinergi dan 

koordinasi antara Satpol 

PP, aparat keamanan, 

pemerintah daerah, serta 

unsur masyarakat dalam 

menjaga stabilitas dan 

kondusivitas wilayah. 

 

  Perwujudan ketertiban, 

keamanan, dan 

kerukunan masyarakat 

berbasis kondusivitas 

wilayah 

Peningkatan pelayanan 

ketenteraman, ketertiban 

umum, dan perlindungan 

masyarakat guna 

mewujudkan lingkungan 

yang aman, tertib, dan 

harmonis. 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

4.1 Uraian Program 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam 

upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis 

telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun 

dalam 3 (tiga) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini 

diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kabupaten Kebumen. Adapun program yang dilaksanakan Satuan 

Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan 

tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) 

indikator yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat. 

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

dengan indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan 

Perlindungan Masyarakat (%). 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan indikator 

yaitu Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non 

Kebakaran (%). 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) 

indikator yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 

Kebumen. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 

Kebumen dihitung berdasarkan hasil evaluasi AKIP Internal yang 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten 

Kebumen setiap tahunnya sedangkan. Indeks Kepuasan Masyarakat 

dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Kabupaten Kebumen. 

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan 

Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (%). Indikator Persentase 

Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (%) dapat 

dihitung perbandingan Jumlah penanganan pelanggaran perda dengan 

jumlah seluruh pelanggaran perda dikali 100%.  

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, memiliki 1 (satu) 

indikator yaitu Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non 

Kebakaran (%). Indikator Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran 
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dan Non Kebakaran (%) dihitung melalui Penjumlahan persentase 

petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dan Persentase desa 

dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi 2. 

 

4.2 Uraian Kegiatan 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen dalam 

upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis 

telah menetapkan 3 (tiga) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) dan Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen). 

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator 

kinerja jumlah Cakupan Pelayanan penunjang urusan 

pemerintah daerah; 

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah 

daerah ; 

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator 

kinerja Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah 

daerah; 

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah dengan indikator kinerja jumlah pengadaan barang 

milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; 

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah 

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

indikator kinerja jumlah bulan penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah; 

 

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, 

dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 

a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator 

kinerja Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman 

dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota;  

b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja terlaksananya 

kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal. 

c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan 

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/kota. 
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3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  

b) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 

c) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 

 

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu 

Indikatif 

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk 

mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkalah 

subkegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen. Sub Kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2026-2029 Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

b. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

c. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

d. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

e. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

f. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

g. Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 

h. Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

i. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

j. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

k. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

l. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material 

m. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

n. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

o. Pengadaan   Sarana   dan   Prasarana   Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

p. Pengadaan Mebeler 

q. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

r. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

s. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
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t. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

u. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

v. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

a. Sub-Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, 

Pengamanan, danPengawalan (laporan); 

b. Sub-Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen 

Hasil 

Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan 

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen); 

c. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator 

kinerja Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum (Dokumen); 
d. Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan 

indikator Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang 

Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang); 

e. Sub-Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah Laporan 

Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah (Laporan); 

f. Sub-Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan 

indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah 

(Laporan); 

g. Sub-Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator Jumlah 

Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan); 

h. Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan 

indikator Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan 

Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan); 
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3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

a. Sub-Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator  

b. Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan 

Non Kebakaran 

c. Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 

d. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat 
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Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah 

 
 

 
Tujuan 

 
 

 
Sasar
an 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

  

Meningkatkan Kondusivitas Wilayah dan Rasa Aman 
dari Bahaya Kebakaran 

P e r s e n t a s e 
penanganan kebakaran 
yang sesuai dengan 
w a k t u  t a n g g a p  
kebakaran (response 
time rate) (Persen) 

95,41 100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
   

 
Tingkat penyelesaiaan 
pelanggaran Perda 
(Persen) 

100,00 100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
   

 
Meningkatnya kualitas penanganan 
kebakaran 

Persentase Petugas 
P e m a d a m  y a n g  
D i t i n g k a t k a n 
Kapasitasnya serta 
Desa dan Kelurahan 
yang Masyarakatnya 
Mendapatkan Edukasi 
(Persen) 

29 43 
 

61 
 

81 
 

100 
 

100 
 

100 
   

  

 1.05.04 P R O G R A M  
P E N C E G A H A N , 
PENANGGULANGAN
, P E N Y E L A M A T 
A N KEBAKARAN 
DAN 
PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

Persentase Ketahanan 
Terhadap Kebakaran dan 
Non Kebakaran (Dengan 
Satuan:Persen) 

22 43 577.858.168 61 908.409.050 81 430.501.003 100 515.074.803 100 518.691.093 100 2.950.534.117 P e n a n g g u l a n g a n  
K eb a k a r a n  dan 
Pen yel am at an   

 

 1.05.04.2.01 P e n c e g a h a n ,  
P e n g e n d a l i a n , 
P e m a d a m a n , 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 
B e rb ah a y a  dan 
Beracun Kebakaran 
d a l a m  D a e r a h  
K abup at en /Kot a   

Presentase terlaksananya 
kegiatan  Pencegahan, 
P e n g e n d a l i a n ,  
P e m a d a m a n , 
Penyelamatan,   dan 
Penanganan  Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
K e b a k a r a n  d a l am  
Daerah/kota (Dengan 
Satuan:Persen) 

100 100 518.967.168 100 844.431.050 100 356.604.003 100 409.433.803 100 412.405.093 100 2.541.841.117 S e k s i 
P en a n g g u l an g a
n  Kebakaran  dan 
Penyelamatan   
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Tujuan 

 
 

 
Sasar
an 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.04.2.01.0002 P e m a d a m a n  d a n  
Pengendalian Kebakaran 
d a l a m D a e r a h 
K a b u p a t e n / K o t a   

J u m l a h  L a po r a n  H as i l  
P e lak s ana an  K eg ia t an  
Kesiapsiagaan Petugas Piket 
dan Pemadaman Kebakaran 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 
(Dengan Satuan:Laporan) 

12 12 305.175.168 12 790.522.000 12 300.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 60 2.095.697.168 Seksi Penanggulangan 
K e b a k a r a n  d a n  
P e n y e la m a t a n   

Kabupaten 
Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.04.2.01.0003 Pe nye lamat an  dan 
E v a k u a s i  K o r b a n  
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Jum lah Dok um e n  Has i l  
P e lak s ana an  K eg ia t an  
Kesiapsiagaan Petugas Piket 
dan Penyelamatan/Evakuasi 
S aat  P e n an g g u l an g a n  
Kebakaran dan Non Kebakaran 
(Dengan Satuan:Dokumen) 

12 12 213.792.000 12 53.909.050 12 56.604.003 12 59.433.803 12 62.405.093 60 446.143.949 Seksi Penanggulangan 
K e b a k a r a n  d a n  
P e n y e la m a t a n   

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan 
Proteksi Kebakaran 

Persentase terlaksananya 
inspeksi Peralatan proteksi 
kebakaran  (Dengan  
Satuan:Persen) 

100 100 16.638.000 100 21.725.000 100 23.897.000 100 26.286.000 100 26.286.000 100 114.832.000 Seksi Pencegahan 
dan P e n y u l u h a 
n Kebakaran   

 

 1.05.04.2.02.0001 P e n d a t a an  S a r an a  
Pr as ar ana Pr oteks i  
Kebakaran 

Jum lah Dok u m en  yang 
M e m u a t  D a t a 
Bangunan/Gedung/Lingkungan 
yang Dipersyaratkan Harus 
Memiliki Sistem Proteksi 
K e b a k a r a n  ( D e n g a n  
S a t u a n : D o k u m e n )   

12 12 16.638.000 12 21.725.000 12 23.897.000 12 26.286.000 12 26.286.000 60 114.832.000 Seksi Pencegahan 
dan Penyuluhan 
Kebakaran 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.04.2.04 P e m b e r d a y a a n 
Masyarakat  dalam 
P e n c e g a h a n 
Kebakaran   

Persentase terlaksananya 
Pemberdayaan masyarakat 
dalam p en ceg ah an  
kebakaran  (Dengan  
Satuan:Persen) 

100 100 42.253.000 100 42.253.000 100 50.000.000 100 79.355.000 100 80.000.000 100 293.861.000 Seksi Pencegahan 
dan P e n y u l u h a 
n Kebakaran   

 

 1.05.04.2.04.0001 P e m b e r d a y a a n 
Ma sy ar ak a t  da lam  
P e n c e g a h a n  dan 
P e n a n g g u l a n g a n 
Ke bakar a n Mela lu i  
Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat 

Jumlah Warga Masyarakat 
yang Mendapatkan Sosialisasi 
Edukasi Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Setiap Tahunnya (Dengan 
Satuan:Orang) 

45 100 42.253.000 100 42.253.000 100 50.000.000 100 79.355.000 100 80.000.000 500 293.861.000 Seksi Pencegahan 
dan Penyuluhan 
Kebakaran 

Kabupaten 
Kebumen 

 
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan 
ketertiban umum 

P e r s e n t a s e 
P e n a n g a n a n  
Pelanggaran Perda 
(Persen) 

100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
   

  

 1.05.01 PROGRAM 
PENUNJANG U R U S 
A N  
P E M E R I N T A H A 
N D A E R A H 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP Satpol  PP 
(Dengan Satuan:Nilai) 

72,1 72,3 18.260.022.490 72,4 13.724.036.740 72,51 15.921.775.736 73,76 18.232.661.204 75,00 18.850.065.470 75,00 84.988.561.640 Sekretariat  

   I n d e k s  K e p u a s a n  
Masyarakat Satpol PP 
(Dengan Satuan:Nilai) 

90,3 90,4  90,45  90,5  90,55  90,6  90,6  Sekretariat  
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.01.2.01 P e r e n c a n a a n , 
Penganggaran, dan 
Evaluasi  Kinerja 
Perangkat Daerah 

J u m l a h  D o k u m e n  
Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
(Dengan Satuan:Dokumen) 

14 14 28.000.000 14 28.000.000 14 28.000.000 14 28.000.000 14 28.000.000 14 140.000.000 Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

 

 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah (Dengan 
Satuan:Dokumen) 

 6 10.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 30 50.000.000 Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.01.0007 E v a l u a s i  K i n e r j a  
P e r a n g k a t  D aer a h   

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
(Dengan Satuan:Laporan) 

 8 18.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 40 90.000.000 - Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.02 A d m i n i s t r a s i 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah (Dengan 
Satuan:Bulan) 

12 12 12.803.308.203 12 10.406.275.717 12 10.716.395.706 12 14.930.794.383 12 15.573.596.771 12 64.430.370.780 Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

 

 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 
(Dengan Satuan:Orang/bulan) 

 209 12.775.308.203 209 10.378.275.717 209 10.688.395.706 209 14.902.794.383 209 15.545.596.771 1045 64.290.370.780 Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.02.0003 P e l a k s a n a a n 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

J u m l a h D o k u m e n 
P e n a t a u s a h a a n  dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
S K P D  ( D e n g a n 
S a t u a n : D o k u m e n )   

 83 28.000.000 48 28.000.000 83 28.000.000 83 28.000.000 83 28.000.000 380 140.000.000 Subbag Perencanaan 
dan Keuangan 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.05 A d m i n i s t r a s i 
K e p e g a w a i a n 
Perangkat Daerah 

Persentase Terlaksananya 
Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
D a e r a h  ( D e n g a n  
Satu an:Persen)   

100 100 200.470.000 100 281.854.300 100 298.487.730 100 316.784.503 100 336.910.953 100 1.434.507.486 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

 

 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 
b e s e r t a  A t r i b u t  
K e l e n g k a p a n n y a   

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 
(Dengan Satuan:Paket) 

345 209 175.470.000 209 166.334.300 209 182.967.730 209 201.264.503 209 221.390.953 1045 947.427.486 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
P e l a t i h a n  ( D e n g a n  
S a t u a n : O r a n g )   

345 295 25.000.000 295 115.520.000 295 115.520.000 295 115.520.000 295 115.520.000 1475 487.080.000 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 
Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 
(Dengan Satuan:Bulan) 

12 12 83.700.000 12 91.095.000 12 97.445.950 12 104.294.608 12 110.153.359 12 486.688.917 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan  Komponen 
I n s t a l a s i 
L i s t r i k / P e n e r a n g a n  
B a n g u n a n  K a n t o r   

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
B angunan Kantor  yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Paket) 

 137 9.000.000 137 9.900.000 137 10.889.500 137 11.978.150 137 13.175.665 685 54.943.315 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0004 P e ny e d i a an  B aha n  
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 
(Dengan Satuan:Paket) 

1064 1064 30.000.000 1064 31.500.000 1064 33.075.000 1064 34.728.750 1064 36.465.188 5320 165.768.938 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0005 Penyed iaan Barang  
C e t a k a n d a n 
P e n g g a n d a a n   

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Paket) 

2390 2390 9.000.000 2390 9.900.000 2390 10.889.500 2390 11.978.150 2390 13.175.665 11950 54.943.315 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0006 P e ny e d ia a n  Ba ha n 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Per at u r an  
Perundang-Undangan yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Dokumen) 

12 12 1.200.000 12 1.320.000 12 1.451.200 12 1.596.420 12 1.756.162 60 7.323.782 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0007 P e n y e d i a a n 
B a h a n / M a t e r i a l   

Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan (Dengan 
Satuan:Paket) 

203 203 10.000.000 203 12.650.000 203 13.915.000 203 15.306.000 203 15.306.000 1015 67.177.000 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

J u m l a h  L a p o r a n 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi  dan  Konsultasi 
S K P D ( D e n g a n 
S a t u a n : L a p o r a n )   

24 24 22.500.000 24 23.625.000 24 24.805.750 24 26.045.438 24 27.347.109 120 124.323.297 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

J u m l a h D o k u m e n 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
p a d a  S K P D  ( D e n g a n  
S a t u a n : D o k u m e n )   

6 6 2.000.000 6 2.200.000 6 2.420.000 6 2.661.700 6 2.927.570 30 12.209.270 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.07 Pengadaan  Barang 
M i l i k  D a e r a h 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
(Dengan Satuan:Unit) 

100 100 2.576.576.287 100 156.576.287 100 2.156.576.287 100 156.576.287 100 156.576.287 100 5.202.881.435 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

 

 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan (Dengan 
Satuan:Unit) 

0 
1 2.000.000.000 

0 0 
1 2.000.000.000 

0 0 0 0 
2 4.000.000.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 
Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Unit) 

0 
1 420.000.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 420.000.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 
Kabupaten 
Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Unit) 

5 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 40 782.881.435 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.08 Penyed iaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 
J a s a P e n u n j a n g 
Pemerintahan Daerah 
(Dengan Satuan:Bulan) 

12 12 2.024.383.500 12 2.032.213.750 12 2.040.434.563 12 2.049.067.316 12 2.058.131.706 60 10.204.230.835 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

 

 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat (Dengan 
Satuan:Laporan) 

207 207 1.800.000 207 1.890.250 207 1.984.413 207 2.083.833 207 2.188.225 1035 9.946.721 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.08.0002 P e n y e d i a a n  J a s a  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  
Satuan:Laporan) 

12 12 120.000.000 12 126.000.000 12 132.300.000 12 138.914.250 12 145.859.212 60 663.073.462 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.08.0004 P e n y e d i a a n  Jas a 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan (Dengan 
Satuan:Laporan) 

11 12 1.902.583.500 12 1.904.323.500 12 1.906.150.150 12 1.908.069.233 12 1.910.084.269 60 9.531.210.652 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang 
M i l i k D a e r a h 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Unit Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
(Dengan Satuan:Unit) 

144 144 543.584.500 144 728.021.686 144 584.435.500 144 647.144.107 144 586.696.394 720 3.089.882.187 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

 

 1.05.01.2.09.0001 P e n y e d i a a n  J a s a  
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya (Dengan 
Satuan:Unit) 

52 52 271.584.500 52 421.021.686 52 276.386.000 52 276.386.000 52 276.386.000 260 1.521.764.186 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 
(Dengan Satuan:Unit) 

32 32 20.000.000 32 21.000.000 32 22.049.500 32 84.758.107 32 24.310.394 160 172.118.001 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor  dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipel ihar a/Di rehabi l i t as i  
(Dengan Satuan:Unit) 

4 4 252.000.000 4 286.000.000 5 286.000.000 5 286.000.000 5 286.000.000 23 1.396.000.000 Subbag Umum dan 
Kepegawaian 

Kabupaten 
Kebumen 

  

 1.05.02 P R O G R A M  
P E N I N G K A T A N 
KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase Penyelesaian 
Pelanggaran Trantibum 
dan P e r l i n d u n g a n  
Masyarakat (Dengan 
Satuan:Persen) 

100 100 4.565.245.960 100 7.974.907.174 100 6.018.038.773 100 5.797.872.853 100 4.926.939.266 100 29.283.004.026 K e t e n t e r a m a n , 
Ketertiban Umum dan 
P e l i n d u n g a n 
Masyarakat   
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.02.2.01 P e n a n g a n a n 
G a n g g u a n  
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase terlaksananya 
pemantauan keamanan 
d an  k e n y a m a n a n  
l ingkungan (Dengan 
Satuan:Persen) 

100 100 3.222.186.200 100 6.019.428.464 100 3.983.609.524 100 4.319.862.191 100 3.428.369.038 100 20.973.455.417 Seksi Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

 

 1.05.02.2.01.0004 P e m b e r d a y a a n 
Perlindungan Masyarakat 
d a l a m r a n g k a 
K e t e n t r a m a n  dan 
Ketertiban Umum 

Jum lah Dokume n yang 
Memuat Hasil Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat 
dalam rangka Ketenteraman 
dan K et er t ib a n  Umum 
(Dengan Satuan:Dokumen) 

2 2 1.088.800.000 2 3.177.301.940 2 1.141.483.000 1 2.177.735.667 2 1.167.884.930 9 8.753.205.537 Seks i Pe l indungan 
Masyarakat 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas 
SDM S a t u an  P o l i s i  
Pamongpraja dan Satuan 
Perlindungan Masyarakat 
T e r m a s u k  d a l a m  
Pelaksanaan Tugas yang 
Bernuansa Hak Asasi 
Manusia 

Jumlah SDM Satuan Polisi 
Pamongpraja dan Satuan 
Perlindungan Masyarakat 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya (Dengan 
Satuan:Orang) 

124 90 73.614.000 90 73.614.000 90 73.614.000 90 73.614.000 90 73.614.000 450 368.070.000 Seks i Pe l indungan 
Masyarakat 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.01.0006 K e r j a  S a m a  a n t a r  
Lembaga dan Kemitraan 
d a l a m T e k n i k 
P e n c e g a h a n  
 dan 
Penanganan Gangguan 
K e t e n t r a m a n   dan 
Ketertiban Umum 

Jum lah Dok um en  Has i l  
Pelaksanaan Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Teknik Pencegahan 
K e j a h a t a n  ( D e n g a n  
S a t u a n : D o k u m e n )   

1 1 1.366.319.000 1 2.366.319.000 1 1.366.319.000 1 1.366.319.000 1 1.366.319.000 5 7.831.595.000 Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan 
K e t en t e r a m a n  dan  
Ketertiban Umum Melalui 
Deteksi Dini dan Cegah 
Dini, Pembinaan dan 
Penyuluhan, Pelaksanaan 
Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Jumlah Laporan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum yang Dicegah Melalui 
Deteksi Dini dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan Penyuluhan, 
Patroli, Pengamanan, dan 
P e n g a w a l a n  ( D e n g a n  
Satuan:laporan) 

12 12 693.453.200 1 402.193.524 12 1.402.193.524 12 702.193.524 12 820.551.108 49 4.020.584.880 Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan 
D a e r a h 
Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali 
Kota 

Terlaksananya kegiatan 
upaya pencegahan tindak 
k r i m i n a l  ( D e n g a n  
Satu an:Persen)   

100 100 1.336.080.760 100 1.948.150.760 100 2.026.735.151 100 1.469.932.660 100 1.490.089.126 100 8.270.988.457 Seksi Pembinaan, 
Pen yu luhan  dan 
Pengawasan Perda 
dan Perkada 

 

 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

J u m l a h  L a po r a n  H as i l  
Pelaksanaan Sosia l isasi  
Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 
(Dengan Satuan:Laporan) 

16 16 89.783.000 16 90.783.000 16 90.983.000 16 91.564.660 16 91.621.126 80 454.734.786 S ek s i  P e m b in a a n ,  
P e n y u l u h a n  d a n  
Pengawasan Perda dan 
Perkada 

Kabupaten 
Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 
dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 
Sasaran,Program 

(outcome) dan 
Kegiatan (output) 

 

 
Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 
Penanggung-

jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 1.05.02.2.02.0011 P e n a n g a n a n  A t as  
Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Kepala daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Penanganan Atas Pelanggaran 
P e r a t ur an  Daer ah dan 
Peraturan kepala daerah 
S e s u a i  S O P  ( D e n g a n  
S a t u a n : L a p o r a n )   

12 12 1.222.856.760 12 1.832.856.760 12 1.910.341.151 12 1.352.857.000 12 1.372.857.000 60 7.691.768.671 Seksi Penindakan dan 
Penyidikan 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.02.0012 P e n g a w a s a n  A t as  
Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 

J u m l a h  La p o r a n  Has i l  
Pelaksanaan Pengawasan 
yang Dilakukan Terhadap 
K e p a t u h a n  T e r h a d a p  
Pelaksanaan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 
(Dengan Satuan:Laporan) 

16 16 23.441.000 16 24.511.000 16 25.411.000 16 25.511.000 16 25.611.000 80 124.485.000 S ek s i  P e m b in a a n ,  
P e n y u l u h a n  d a n  
Pengawasan Perda dan 
Perkada 

Kabupaten 
Kebumen 

 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
( P P N S )  
K abup at en /Kot a   

T e r l a k s a n a n y a 
Pengembangan Kapasitas 
dan Karier PPNS (Dengan 
Satuan:Persen) 

100 100 6.979.000 100 7.327.950 100 7.694.098 100 8.078.002 100 8.481.102 100 38.560.152 Seksi Penindakan 
dan Penyidikan 

 

 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas 
dan Karier PPNS 

J u m l a h  La p o r a n  Has i l  
P e n g e m b a n g a n  d a n  
Peningkatan Kapasitas Pejabat 
PPNS Penegak Perda (Dengan 
Satuan:Laporan) 

4 4 6.979.000 4 7.327.950 4 7.694.098 4 8.078.002 4 8.481.102 20 38.560.152 Seksi Penindakan dan 
Penyidikan 

Kabupaten 
Kebumen 

TOTAL: 23.403.126.618 22.607.352.964 22.370.315.512 24.545.608.860 24.295.695.829 117.222.099.783  
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4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah 

 

 

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah 

No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Program 

Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

Non 

Kebakaran  

Persentase 

Ketahanan 

Terhadap 

Kebakaran dan 

Non Kebakaran  

Kegiatan Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya 

dan Beracun 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Mendukung 

Program 

Unggulan 

Ayem Tentrem 

Guyub Rukun 

 

 

Sub Kegiatan 

Pemadaman dan 

Pengendalian 

Kebakaran 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

2 Program 

Peningkatan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

Persentase 
Penyelesaian 
Pelanggaran 

Trantibum dan 
Perlindungan 

Masyarakat 

Kegiatan Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

   Sub Kegiatan 
Pemberdayaan 

Perlindungan 
Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

   Sub Kegiatan 
Peningkatan Kapasitas 
SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan 
Satuan Perlindungan 
Masyarakat Termasuk 

dalam Pelaksanaan 
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No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

Tugas yang Bernuansa 
Hak Asasi Manusia 

   Sub Kegiatan Kerja 

Sama antar Lembaga 

dan Kemitraan dalam 

teknik Pencegahan dan 

Penanganan Gangguan 

Ketentraman  dan 

Ketertiban Umum 

   Sub Kegiatan 

Pencegahan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi Dini 

dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 

   Kegiatan Penegakan 
Peraturan Daerah 

Kabupaten/ Kota dan 
Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

   Sub Kegiatan 

Sosialisasi Penegakan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah 

   Sub Kegiatan 

Penanganan Atas 

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala daerah 

   Sub Kegiatan 

Pengawasan Atas 

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

   Kegiatan Pembinaan 

Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) 
Kabupaten/ Kota 
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No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

   Sub Kegiatan 

Pengembangan 

Kapasitas dan Karier 

PPNS 

3 Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Nilai SAKIP 

Satpol PP  

- Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat OPD 

Satpol PP 

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Bahan 
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No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Penyediaan 

Bahan/Material 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Pengadaan Mebel 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau 

Lapangan 
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No. Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

Pemeliharaan Mebel  

Pemeliharaan 

Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

 

Pemeliharaan/Rehabili

tasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

 

 

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD 

Tahun 2026-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat 

Daerah 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kebumen sebagai 

perangkat daerah yang memiliki fungsi pemenuhan urusan wajib 

pelayanan dasar, dalam melaksanakan fungsinya tersebut harus 

sejalan dan mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) 

Tahun mendatang yaitu “Mewujudkan kondusivitas wilayah dan rasa 

aman dari bahaya kebakaran” dengan sasaran “Meningkatnya 

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan 

Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran”. Sejalan dengan 

tujuan dan sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Daerah telah 

menetapkan indikator utuk mengukur yang merupakan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk 5 (lima) 

tahun mendatang. 

Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud dapat dijelaskan 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama 

No. Indikator 

 
Formula 

Perhitungan 
Satuan 

Target tahun 
Ket. 

2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Tingkat 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Perda 

((Jumlah 
penyelesaian 
pelanggaran perda 
secara yustisi 
/jumlah seluruh 
pelanggaran perda 
secara yustisi x 
100%) + Jumlah 
penyelesaian 
pelanggaran perda 
non yustisi 
/jumlah seluruh 
pelanggaran perda 
secara non yustisi x 
100%)) / 2 

Persen  100 100 100 100 100  
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2 Persentase 

penanganan 

kebakaran 

yang sesuai 

dengan waktu 

tanggap 

kebakaran 

Jumlah penanganan 
kebakaran dalam 
waktu tanggap 15 
menit /jumlah 
kejadian kebakaran 
x 100% 

Persen  100 100 100 100 100  

3 Persentase 

Penanganan 

Pelanggaran 

Perda 

Jumlah penanganan 
pelanggaran perda 
/jumlah seluruh 
pelanggaran perda x 
100% 

Persen  100 100 100 100 100  

4 Persentase 

Petugas 

pemadam yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

serta desa dan 

kelurahan 

yang 

masyarakatnya 

mendapatkan 

edukasi 

((Jumlah petugas 
pemadam yang 

ditingkatkan 
kapasitasnya/jumlah 
seluruh petugas 
pemadam x 100%) 
+ (jumlah desa dan 
kelurahan yang 
masyarakatnya 
mendapatkan 
edukasi/jumlah desa 
dan 
kelurahan*100%))/2 

Persen 43 61 81 100 100  

 

 

Tabel 4. 4 Perhitungan IKU Peningkatan Kualitas Penanganan Kebakaran 

Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran 

Persentase petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan 
edukasi 

((Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya/jumlah seluruh petugas pemadamx100%) + (jumlah desa dan 
kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi/jumlah desa dan kelurahan*100%))/2 

Persentase 
Personil 

ditingkatkan 
kapasitasnya 

TAHUN 

Target 
personil 

ditingkatkan 
per tahun 

Akumulasi 
jumlah 

personil yang 
ditingkatkan 

Target 
IKU 

Persentase 
Desa 

Teredukasi 

Akumulasi 
Jumlah Desa 

yang 
Teredukasi 

Target Desa yang 
Teredukasi 

 45 

25 2024   24 22 10 
  

45 

30 2025 5 29 29 28 128 83 

41 2026 10 39 43 46 211 83 

58 2027 17 56 61 64 294 83 

79 2028 20 76 81 83 384 90 

100 2029 20 96 100,0 100,0 460 76 

100 2030 72 96 100,0 100,0 460   
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4.6 Target kinerja penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2026-

2030 

Adapun target kinerja penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Kebakaran 

Tahun 2026-2030 dapat dijelaskan pada tabel berikut :  

 

Tabel 4. 5 Target Kinerja Penyelenggaraan SPM 

No Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator Target (%) Nomenklatur 

Urusan 

Kabupaten 

 

Anggaran pada Tahun 

2026 2027 2028 2029 2030 

 

 

 

1 

 

 

Pelayanan 

Ketenteram

an dan 

Ketertiban 

Umum 

Presentase 

jumlah 

penduduk 

yang 

memperoleh 

layanan 

akibat dari 

penegakan 

perda dan 

perkada 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

Program 

Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

2026 4.565.245.960,- 

2027 7.974.907.174,- 

2028 6.018.038.773,- 

2029 5.797.872.853,- 

2030 4.926.939.266,- 

         

Kegiatan 

Penanganan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2026 3.222.186.200 

2027 6.019.428.464,- 

2028 3.983.609.524,- 

2029 4.319.862.191,- 

2030 3.428.369.038,- 

        Sub Kegiatan 

Pencegahan 

Gangguan 

K e t e n t e r a m a n 

d a n 

Ketertiban Umum 

Melalui 

Deteksi Dini dan 

Cegah 

Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patroli, Pengamanan, 

dan 

Pengawalan 

2026 693.453.200,- 

2027 402.193.524,- 

2028 1.402.193.524,- 

2029 702.193.524,- 

2030 820.551.108,- 

         

 

Kegiatan 

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota 

2026 1.336.080.760,- 

2027 1.948.150.760,- 

2028 2.026.735.151,- 

2029 1.469.932.660,- 

2030 1.490.089.126,- 
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Sub Kegiatan 

Sosialisasi 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati 

2026 89.783.000,- 

2027 90.783.000,- 

2028 90.983.000,- 

2029 91.564.660,- 

2030 91.621.126,- 

         

Sub Kegiatan 

Pengawasan atas 

Kepatuhan 

terhadap 

pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati 

2026 23.441.000,- 

2027 24.511.000,- 

2028 25.411.000,- 

2029 25.511.000,- 

2030 25.611.000,- 

        Sub Kegiatan 

Penanganan atas 

Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati 

2026 1.222.856.760,- 

2027 1.832.856.760,- 

2028 1.910.341.151,- 

2029 1.352.857.000,- 

2030 1.372.857.000 

        Kegiatan 

Pembinaan 

Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) 

2026 6.979.000,- 

2027 7.327.950,- 

2028 7.694.098,- 

2029 8.078.002,- 

2030 8.481.102,- 

         

Sub Kegiatan 

Pengembangan 

Kapasitas dan 

Karier PPNS 

2026 6.979.000,- 

2027 7.327.950,- 

2028 7.694.098,- 

2029 8.078.002,- 

2030 8.481.102,- 

 

 

 

 

Pelayanan 

Penyelamat

an dan 

 

Presentase 

Warganegara 

yang 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Program 

Pencegahan , 

2026 577.858.168,- 

2027 908.409.050,- 
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2 Evakuasi 

Korban 

Kebakaran 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

kebakaran 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

 

2028 430.501.003,- 

2029 515.074.803,- 

2030 518.691.093,- 

        Kegiatan 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, 

dan Penanganan 

Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2026 518.967.168 

2027 844.431.050 

2028 356.604.003 

2029 409.433.803 

2030 412.405.093 

         

 

Sub-Kegiatan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran dan 

Non Kebakaran 

2026 213.792.000 

2027 53.909.05 

2028 56.604.003 

2029 59.433.803 

2030 62.405.093 

         

Kegiatan 

Inspeksi 

Peralatan 

Proteksi 

Kebakaran 

2026 16.638.000 

2027 21.725.000 

2028 23.897.000 

2029 26.286.000 

2030 26.286.000 

         

Sub-Kegiatan 

Pendataan Sarana 

Prasarana 

Proteksi 

Kebakaran 

2026 16.638.000 

2027 21.725.000 

2028 23.897.000 

2029 26.286.000 

2030 26.286.000 

        Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dalam 

Pencegahan 

Kebakaran 

2026 42.253.000 

2027 42.253.000 

2028 50.000.000 

2029 79.355.000 

2030 80.000.000 
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        Sub Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan 

Kebakaran 

2026 42.253.000 

2027 42.253.000 

2028 50.000.000 

2029 79.355.000 

2030 80.000.000 
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LAMPIRAN 
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Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja 
 
 

 
Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 

dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 

Meningkatkan Kondusivitas Wilayah dan Rasa Aman dari 

Bahaya Kebakaran 

P e r s e n t a s e 

penanganan kebakaran 

yang sesuai dengan 

w a k t u  t a n g g a p  

kebakaran (response 

time rate) (Persen) 

95,41 100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
   

 
Tingkat penyelesaiaan 

pelanggaran Perda 

(Persen) 

100,00 100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
   

 
Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran Persentase Petugas 

P e m a d a m  yan g  

D i t i n g k a t k a n 

Kapasitasnya serta 

Desa dan Kelurahan 

yang Masyarakatnya 

Mendapatkan Edukasi 

(Persen) 

29 43 
 

61 
 

81 
 

100 
 

100 
 

100 
   

  

 
1.05.04 P R O G R A M  

P E N C E G A H A N , 

PENANGGULANGAN, 

P E N Y E L A M A T A N 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN 

Persentase Ketahanan 

Terhadap Kebakaran dan 

Non Kebakaran (Dengan 

Satuan:Persen) 

22 43 577.858.168 61 908.409.050 81 430.501.003 100 515.074.803 100 518.691.093 100 2.950.534.117 P e n an g gu l an g an  

Keb ak ar an  dan 

Pen ye lamat an   

 

 
1.05.04.2.01 P e n c e g a h a n ,  

P e n g e n d a l i a n , 

P e m a d a m a n , 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Be r b ah aya  dan 

Beracun Kebakaran 

d a l a m  D a e r a h  

Kabup aten /Kot a  

Presentase terlaksananya 

kegiatan  Pencegahan, P 

e n g e n d a l i a n ,  

P e m a d a m a n , 

Penyelamatan,   dan 

Penanganan  Bahan  

Berbahaya dan Beracun 

K e b ak a r an  da lam 

Daerah/kota (Dengan 

Satuan:Persen) 

100 100 518.967.168 100 844.431.050 100 356.604.003 100 409.433.803 100 412.405.093 100 2.541.841.117 S e k s i 

P en an g g u lan g an  

Kebakaran  dan 

Penye lamatan  

 



 

  

 80 

 

 
1.05.04.2.01.0002 P e m a d a m a n  d a n  

Pengendalian Kebakaran 

d a l a m D a e r a h 

K a b u p a t e n / K o t a   

Jum lah  L apo ran  H a s i l  

Pe lak sanaan Kegi a tan  

Kesiapsiagaan Petugas Piket 

dan Pemadaman Kebakaran 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

(Dengan Satuan:Laporan) 

12 12 305.175.168 12 790.522.000 12 300.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 60 2.095.697.168 Seksi Penanggulangan 

K e b a k a r a n  d a n  

Pe n y e l a m a t a n   

Kabupaten 

Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 

dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 
1.05.04.2.01.0003 Penye lamatan dan 

E v a k u a s i  Ko r b a n  

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

Jumlah Do kumen Has i l  

Pe lak sanaan Keg i at an  

Kesiapsiagaan Petugas Piket 

dan Penyelamatan/Evakuasi 

Saat  Pena ng gu l ang an  

Kebakaran dan Non Kebakaran 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

12 12 213.792.000 12 53.909.050 12 56.604.003 12 59.433.803 12 62.405.093 60 446.143.949 Seksi Penanggulangan 

K e b a k a r a n  d a n  

Pe n y e l a m a t a n   

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan 

Proteksi Kebakaran 

Persentase terlaksananya 

inspeksi Peralatan proteksi 

kebakaran (Dengan  

Satuan:Persen) 

100 100 16.638.000 100 21.725.000 100 23.897.000 100 26.286.000 100 26.286.000 100 114.832.000 Seksi Pencegahan dan 

P e n y u l u h a n 

Kebakaran   

 

 
1.05.04.2.02.0001 Pen d a t aan  Sa rana  

P rasa rana Prot ek s i  

Kebakaran 

Jumlah  Do kumen  yang  

M e m u a t  D a t a 

Bangunan/Gedung/Lingkungan 

yang Dipersyaratkan Harus 

Memiliki Sistem Proteksi 

K e b a k a r a n  ( D e n g a n  

S a t u a n : D o k u m e n )   

12 12 16.638.000 12 21.725.000 12 23.897.000 12 26.286.000 12 26.286.000 60 114.832.000 Seksi Pencegahan dan 

Penyuluhan Kebakaran 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.04.2.04 P e m b e r d a y a a n 

Masyarakat  dalam 

P e n c e g a h a n 

Kebakaran   

Persentase terlaksananya 

Pemberdayaan masyarakat 

dalam p encegah an  

kebakaran (Dengan  

Satuan:Persen) 

100 100 42.253.000 100 42.253.000 100 50.000.000 100 79.355.000 100 80.000.000 100 293.861.000 Seksi Pencegahan dan 

P e n y u l u h a n 

Kebakaran   

 

 
1.05.04.2.04.0001 P e m b e r d a y a a n 

Masyar ak at  da lam 

P e n c e g a h a n  dan 

P e n a n g g u l a n g a n 

Kebakaran Mela lui  

Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat 

Jumlah Warga Masyarakat 

yang Mendapatkan Sosialisasi 

Edukasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Setiap Tahunnya (Dengan 

Satuan:Orang) 

45 83 42.253.000 83 42.253.000 83 50.000.000 83 79.355.000 83 80.000.000 460 293.861.000 Seksi Pencegahan dan 

Penyuluhan Kebakaran 

Kabupaten 

Kebumen 

 
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan 

ketertiban umum 

P e r s e n t a s e 

P e n a n g a n a n  

Pelanggaran Perda 

(Persen) 

100 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
   

  

 
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG 

U R U S A N  

P E M E R I N T A H A N 

D A E R A H 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP Satpol PP 

(Dengan Satuan:Nilai) 

72,1 72,3 18.260.022.490 72,4 13.724.036.740 72,51 15.921.775.736 73,76 18.232.661.204 75,00 18.850.065.470 75,00 84.988.561.640 Sekretariat 
 

   
I n d e k s  K e p u a s an  

Masyarakat Satpol PP 

(Dengan Satuan:Nilai) 

90,3 90,4 
 

90,45 
 

90,5 
 

90,55 
 

90,6 
 

90,6 
 

Sekretariat 
 

 
1.05.01.2.01 P e r e n c a n a a n , 

Penganggaran, dan 

Evaluasi  Kinerja 

Perangkat Daerah 

J u m l a h  D o k u m e n  

Perencanaan dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

13 13 28.000.000 13 28.000.000 13 28.000.000 13 28.000.000 13 28.000.000 13 140.000.000 Subbag Perencanaan 

dan Keuangan 
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1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah (Dengan 

Satuan:Dokumen) 

 
7 10.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 7 10.000.000 35 50.000.000 Subbag Perencanaan 

dan Keuangan 

Kabupaten 

Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 

dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 
1.05.01.2.01.0007 E v a l u a s i  K i n e r j a  

P e r a n g k a t  Dae rah   

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

(Dengan Satuan:Laporan) 

 
6 18.000.000 6 18.000.000 6 18.000.000 6 18.000.000 6 18.000.000 30 90.000.000 - Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.02 A d m i n i s t r a s i 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah (Dengan 

Satuan:Bulan) 

12 12 12.803.308.203 12 10.406.275.717 12 10.716.395.706 12 14.930.794.383 12 15.573.596.771 12 64.430.370.780 Subbag Perencanaan 

dan Keuangan 

 

 
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

(Dengan Satuan:Orang/bulan) 

 
209 12.775.308.203 209 10.378.275.717 209 10.688.395.706 209 14.902.794.383 209 15.545.596.771 1045 64.290.370.780 Subbag Perencanaan 

dan Keuangan 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.02.0003 P e l a k s a n a a n 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

J u m l a h D o k u m e n 

P e n a t a u s a h a a n  dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

S K P D  ( D e n g a n 

S a t u a n : D o k u m e n )   

 
48 28.000.000 48 28.000.000 48 28.000.000 48 28.000.000 48 28.000.000 240 140.000.000 Subbag Perencanaan 

dan Keuangan 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.05 A d m i n i s t r a s i 

K e p e g a w a i a n 

Perangkat Daerah 

Persentase Terlaksananya 

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

D a e r a h  ( D e n g a n  

Satuan:Persen)  

100 100 200.470.000 100 281.854.300 100 298.487.730 100 316.784.503 100 336.910.953 100 1.434.507.486 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

 

 
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 

b e s e r t a  A t r i b u t  

K e l e n g k a p a n n y a   

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

(Dengan Satuan:Paket) 

345 209 175.470.000 209 166.334.300 209 182.967.730 209 201.264.503 209 221.390.953 1045 947.427.486 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas  dan Fungs i  yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

P e l a t i h a n  ( D e n g a n  

S a t u a n : O r a n g )   

345 295 25.000.000 295 115.520.000 295 115.520.000 295 115.520.000 295 115.520.000 1475 487.080.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

(Dengan Satuan:Bulan) 

12 12 83.700.000 12 91.095.000 12 97.445.950 12 104.294.608 12 110.153.359 12 486.688.917 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

 

 
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan  Komponen 

I n s t a l a s i 

L i s t r i k / P e n e r a n g a n  

B a n g u n a n  K a n t o r   

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Paket) 

 
137 9.000.000 137 9.900.000 137 10.889.500 137 11.978.150 137 13.175.665 685 54.943.315 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.06.0004 Peny ed i aan  Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

(Dengan Satuan:Paket) 

1064 1064 30.000.000 1064 31.500.000 1064 33.075.000 1064 34.728.750 1064 36.465.188 5320 165.768.938 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang 

C e t a k a n d a n 

Pe n g g a n da a n   

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Paket) 

2390 2390 9.000.000 2390 9.900.000 2390 10.889.500 2390 11.978.150 2390 13.175.665 11950 54.943.315 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 
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1.05.01.2.06.0006 Pe nye di a an  Bahan  

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Dokumen) 

12 12 1.200.000 12 1.320.000 12 1.451.200 12 1.596.420 12 1.756.162 60 7.323.782 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 

dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 
1.05.01.2.06.0007 P e n y e d i a a n 

B a h a n / M a t e r i a l   

Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Paket) 

203 203 10.000.000 203 12.650.000 203 13.915.000 203 15.306.000 203 15.306.000 1015 67.177.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

J u m l a h  L a p o r a n 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi  dan  Konsultasi 

S K P D ( D e n g a n 

S a t u a n : L a p o r a n )   

24 24 22.500.000 24 23.625.000 24 24.805.750 24 26.045.438 24 27.347.109 120 124.323.297 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

J u m l a h D o k u m e n 

Penatausahaan Arsip Dinamis 

p a d a  S K P D  ( D e n g a n  

S a t u a n : D o k u m e n )   

6 6 2.000.000 6 2.200.000 6 2.420.000 6 2.661.700 6 2.927.570 30 12.209.270 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.07 Pengadaan  Barang M 

i l i k  D a e r a h 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Pengadaan 

Barang Mi lik Daerah 

(Dengan Satuan:Unit) 

100 100 2.576.576.287 100 156.576.287 100 2.156.576.287 100 156.576.287 100 156.576.287 100 5.202.881.435 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

 

 
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Unit) 

0 1 2.000.000.000 0 0 1 2.000.000.000 0 0 0 0 2 4.000.000.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung  

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Unit) 

0 1 420.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 420.000.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Unit) 

5 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 8 156.576.287 8 782.881.435 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Bulan Penyediaan 

J a s a P e n u n j a n g 

Pemerintahan Daerah 

(Dengan Satuan:Bulan) 

12 12 2.024.383.500 12 2.032.213.750 12 2.040.434.563 12 2.049.067.316 12 2.058.131.706 60 10.204.230.835 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

 

 
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat (Dengan 

Satuan:Laporan) 

207 207 1.800.000 207 1.890.250 207 1.984.413 207 2.083.833 207 2.188.225 1035 9.946.721 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.08.0002 P e n y e d i a a n  J a s a  

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

D i s e d i a k a n  ( D e n g a n  

Satuan:Laporan) 

12 12 120.000.000 12 126.000.000 12 132.300.000 12 138.914.250 12 145.859.212 60 663.073.462 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.08.0004 P e n y e d i a a n  Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Laporan) 

11 12 1.902.583.500 12 1.904.323.500 12 1.906.150.150 12 1.908.069.233 12 1.910.084.269 60 9.531.210.652 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 
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1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang 

M i l i k D a e r a h 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Unit Pemeliharaan 

Barang Mi lik Daerah 

(Dengan Satuan:Unit) 

144 144 543.584.500 144 728.021.686 144 584.435.500 144 647.144.107 144 586.696.394 720 3.089.882.187 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 
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Tujuan 

 
 

 
Sasara
n 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan dan 

Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 
1.05.01.2.09.0001 P e n y e d i a a n  J a s a  

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Dengan 

Satuan:Unit) 

52 52 271.584.500 52 421.021.686 52 276.386.000 52 276.386.000 52 276.386.000 260 1.521.764.186 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 

(Dengan Satuan:Unit) 

32 32 20.000.000 32 21.000.000 32 22.049.500 32 84.758.107 32 24.310.394 160 172.118.001 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

D ipe l ihara/Direhabi l i tasi  

(Dengan Satuan:Unit) 

4 4 252.000.000 4 286.000.000 5 286.000.000 5 286.000.000 5 286.000.000 23 1.396.000.000 Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

Kabupaten 

Kebumen 

  

 
1.05.02 P R O G R A M  

P E N I N G K A T A N 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase Penyelesaian 

Pelanggaran Trantibum 

dan  P e r l i n du n g an  

Masyarakat (Dengan 

Satuan:Persen) 

100 100 4.565.245.960 100 7.974.907.174 100 6.018.038.773 100 5.797.872.853 100 4.926.939.266 100 29.283.004.026 K e t e n t e r a m a n , 

Ketertiban Umum dan 

P e l i n d u n g a n 

Masyar akat   

 

 
1.05.02.2.01 P e n a n g a n a n G a 

n g g u a n  

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase terlaksananya 

pemantauan keamanan 

d an  k e n y a m a n a n  

lingkungan (Dengan 

Satuan:Persen) 

100 100 3.222.186.200 100 6.019.428.464 100 3.983.609.524 100 4.319.862.191 100 3.428.369.038 100 20.973.455.417 Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

 

 
1.05.02.2.01.0004 P e m b e r d a y a a n 

Perlindungan Masyarakat d a l 

a m r a n g k a 

K e t en t r a m a n  dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Hasil Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketenteraman 

dan Kete r t i ban  Umum 

(Dengan Satuan:Dokumen) 

1 1 1.088.800.000 1 3.177.301.940 1 1.141.483.000 1 2.177.735.667 1 1.167.884.930 5 8.753.205.537 Seks i Pel i ndungan 

Masyarakat 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM 

Satua n  Po l i s i  Pamongpraja 

dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat T e r m a s u k  

d a l a m  Pelaksanaan Tugas 

yang Bernuansa Hak Asasi 

Manusia 

Jumlah SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

(Dengan Satuan:Orang) 

124 124 73.614.000 124 73.614.000 124 73.614.000 124 73.614.000 124 73.614.000 620 368.070.000 Seks i Pel i ndungan 

Masyarakat 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.02.2.01.0006 K e r j a  Sam a  a n t a r  

Lembaga dan Kemitraan d a 

l a m T e k n i k 

P e n c e g a h a n   dan 

Penanganan Gangguan 

K e t en t r a m a n   dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Do kumen  H as i l  

Pelaksanaan Kerja Sama antar 

Lembaga dan Kemitraan 

dalam Teknik Pencegahan 

K e j a h a t a n  ( D e n g a n  

S a t u a n : D o k u m e n )   

1 1 1.366.319.000 1 2.366.319.000 1 1.366.319.000 1 1.366.319.000 1 1.366.319.000 5 7.831.595.000 Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Kabupaten 

Kebumen 
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Tujuan 

 
 

 
Sasaran 

 
 

 
Kode 

 
 

 
Program Kegiatan 

dan Sub Kegiatan 

 
 

 
Indikator Kinerja 

Tujuan, 

Sasaran,Program 

(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

 
 

 
Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perenca-naan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

 
 

 
Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Penanggung-jawab 

 
 

 
Lokasi 

 

 
2026 

 

 
2027 

 

 
2028 

 

 
2029 

 

 
2030 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan 

D a e r a h 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

Terlaksananya kegiatan 

upaya pencegahan tindak 

k r i m i n a l  (D e n g an  

Satuan:Persen)  

100 100 1.336.080.760 100 1.948.150.760 100 2.026.735.151 100 1.469.932.660 100 1.490.089.126 100 8.270.988.457 Seksi Pembinaan, 

Penyu luhan dan 

Pengawasan Perda 

dan Perkada 

 

 
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Jum lah  L apo ran  H a s i l  

Pelaksanaan Sosial isasi  

Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

(Dengan Satuan:Laporan) 

24 24 89.783.000 24 90.783.000 24 90.983.000 24 91.564.660 24 91.621.126 120 454.734.786 Sek s i  Pem bin aan ,  

P e n y u l u h a n  d a n  

Pengawasan Perda dan 

Perkada 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.02.2.02.0011 P e n a n g a n a n  A t a s  

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penanganan Atas Pelanggaran 

Pe ra tu ran  Dae rah dan 

Peraturan kepala daerah 

S e s u a i  SOP  ( D e n g a n  

S a t u a n : L a p o r a n )   

1 1 1.222.856.760 1 1.832.856.760 1 1.910.341.151 1 1.352.857.000 1 1.372.857.000 20 7.691.768.671 Seksi Penindakan dan 

Penyidikan 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.02.2.02.0012 P e n g a w a s a n  A t a s  

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Jum lah  L a po ra n  H as i l  

Pelaksanaan Pengawasan 

yang Dilakukan Terhadap 

K e p a t u h a n  T e r h a d a p  

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

(Dengan Satuan:Laporan) 

36 36 23.441.000 36 24.511.000 36 25.411.000 36 25.511.000 36 25.611.000 180 124.485.000 Sek s i  Pem bin aan ,  

P e n y u l u h a n  d a n  

Pengawasan Perda dan 

Perkada 

Kabupaten 

Kebumen 

 
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil ( 

P P N S )  

Kabup aten /Kot a  

T e r l a k s a n a n y a 

Pengembangan Kapasitas 

dan Karier PPNS (Dengan 

Satuan:Persen) 

100 100 6.979.000 100 7.327.950 100 7.694.098 100 8.078.002 100 8.481.102 100 38.560.152 Seksi Penindakan dan 

Penyidikan 

 

 
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas 

dan Karier PPNS 

Jum lah  L a po ra n  H a s i l  

P e n g e m b a n g a n  d a n  

Peningkatan Kapasitas Pejabat 

PPNS Penegak Perda (Dengan 

Satuan:Laporan) 

1 1 6.979.000 1 7.327.950 1 7.694.098 1 8.078.002 1 8.481.102 5 38.560.152 Seksi Penindakan dan 

Penyidikan 

Kabupaten 

Kebumen 

TOTAL: 23.403.126.618 22.607.352.964 22.370.315.512 24.545.608.860 24.295.695.829 117.222.099.783 
 

 

 
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan 

Ket ent e raman  dan 

Ketertiban Umum Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan Pengawalan 

Jumlah Laporan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan, 

Patroli, Pengamanan, dan 

P e n g a w a l a n  ( De n g an  

Satuan:laporan) 

1 1 693.453.200 1 402.193.524 1 1.402.193.524 1 702.193.524 1 820.551.108 5 4.020.584.880 Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Kabupaten 

Kebumen 
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No Indikator Kinerja Utama Rumus 

1. Tingkat Penyelesaian 
Pelanggaran Perda 

((Jumlah penyelesaian 
pelanggaran perda secara 

yustisi 
/jumlah seluruh pelanggaran 
perda secara yustisi x 100%) 

+ Jumlah penyelesaian 
pelanggaran perda non 

yustisi 
/jumlah seluruh pelanggaran 

perda secara non yustisi x 

100%)) / 2 

2. Persentase penanganan 
kebakaran yang sesuai 
dengan waktu tanggap 

kebakaran 

Jumlah penanganan 
kebakaran dalam waktu 

tanggap 15 menit /jumlah 
kejadian kebakaran x 100% 

3. Persentase Penanganan 
Pelanggaran Perda 

Jumlah penanganan 
pelanggaran perda 

/jumlah seluruh pelanggaran 
perda x 100% 

4. Persentase Petugas 
pemadam yang ditingkatkan 
kapasitasnya serta desa dan 
kelurahan yang 
masyarakatnya 
mendapatkan edukasi 

((Jumlah petugas pemadam 

yang ditingkatkan 
kapasitasnya/jumlah seluruh 

petugas pemadam x 100%) 
+ (jumlah desa dan kelurahan 

yang masyarakatnya 

mendapatkan edukasi/jumlah 
desa 

dan kelurahan*100%))/2 

5. Presentase Warganegara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 

Jumlah layanan pemadaman, 
penyelamatan dan evakuasi korban 

dan terdampak kebakaran di 
kabupaten/kota pada tahun X 
dalam tingkat waktu tanggap 

(response time) oleh Dinas 
Pemadam Kebakaran/Jumlah 

kasus kebaran di kabupaten pada 
tahun X x 100% 
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N 

N 

s i 

menyusun 
maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumenperlu 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Rencana Strategis yang disesuaikan dengan 

Negara (Lembaran 

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 
SATUAN POLIS PAMONG PRAJA 
JI. Indiakila No.40 381885 381423 

 
 

REPUTUSAN R'EPAI,ASATUAN POLISI PAMONG KABUP/VI'E KEBUMEN 
SEI,AR'U I'ENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR : 900/ lt TAHUN 2024 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATENKEBUMEN 

TAHU 2025-2029 
 

KEPALA SATUAN POLISIPAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN 
 

 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 7 dan pasal 19 
ayat (4) Undang —Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional dan Undang 

 
 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Kebumen; 

b. bahwa untuk 
huruf a, perlu 

pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
menetapkanKeputusanKepalaSatuan Polisi 

Kebumententang Pembentukan Tim 
 
 
Mengingat 

Pamong Praja Kabupaten 
Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polis Pamong Praja 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan 
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